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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan

Setiap universitas atau perguruan tinggi tentunya sangat mengharapkan
memiliki lulusan yang kompeten, unggul dan memiliki bekal yang mumpuni untuk
terjun ke dunia kerja. Bekal tersebut dapat diperoleh melalui pembelajaran selama
kuliah, pengalaman berorganisasi maupun pengetahuan dari sumber lainnya. Dalam
hal ini Universitas Negeri Jakarta (UNJ) memiliki sebuah program Praktik Kerja
Lapangan (PKL) yang bertujuan untuk mengasah kemampuan dan meningkatkan
pengalaman para mahasiswa dalam bekerja di sebuah instansi, sebelum nantinya
terjun langsung ke dunia kerja yang sesungguhnya.

Dalam program PKL ini mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan
potensinya dan meningkatkan rasa tanggung jawab dalam mengerjakan tugas yang
diberikan selama PKL, khususnya bidang kerja yang sesuai dengan program
studinya masing-masing. Setelah melaksanakan PKL, mahasiswa juga harus
menyelesaikan laporan PKL yang harus sesuai dengan pedoman dan arahan serta
bimbingan dari dosen pembimbingnya masing-masing.

Untuk itu mahasiswa diharapkan agar semaksimal mungkin dalam
melaksanakan PKL ini, karena manfaatnya akan dirasakan oleh mahasiswa itu
sendiri dan juga pihak universitas. Pelaksanaan program PKL ini juga sebagai

upaya untuk meningkatkan kualitas lulusan agar dapat bersaing dengan lulusan



lainnya sesuai tuntutan dunia kerja saat ini yang makin tinggi tingkat
persaingannya.

Program PKL ini merupakan sarana untuk mengimplementasikan dan
menerapkan ilmu pengetahuan yang pernah dipelajari di bangku kuliah. Untuk itu
penting bagi para mahasiswa mendapatkan pengalaman dan pembelajaran
bagaimana yang seharusnya dilakukan pada saat mengerjakan tugas selama PKL,
khususnya dengan pekerjaan yang sesuai dengan program studi saat kuliah.

Alasan praktikan memilih Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk
melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, karena BKN merupakan salah satu
Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) di Indonesia. LPNK merupakan
lembaga negara di Indonesia yang dibentuk untuk melaksanakan tugas
pemerintahan tertentu dari Presiden. Kepala LPNK berada di bawah dan
bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri atau pejabat
setingkat menteri yang mengoordinasikan. BKN melaksanakan tugas pemerintahan
di bidang manajemen kepegawaian negara, khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS)
di Indonesia. Badan Kepegawaian Negara mengurus hal-hal yang berhubungan
dengan kepegawaian negeri seperti perekrutan, kepangkatan, pensiun, status dan
kedudukan hukum PNS, dan sebagainya. Selain itu praktikan ingin mengetahui
bagaimana pelaksanaan sistem akuntansi yang ada di lembaga pemerintahan seperti

BKN.

B. Maksud dan Tujuan PKL

Maksud dari dilakukannya kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini yaitu:



a. Memenuhi salah satu persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi di
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.

b. Melatih praktikan dalam beradaptasi dengan lingkungan kerja.

c. Melakukan pekerjaan yang sesuai dengan latar belakang pendidikan
praktikan.

Tujuan Praktik Kerja Lapangan sebagai berikut:

a. Memperoleh wawasan, ilmu dan pengalaman bagi praktikan, terkait
dengan bidang pekerjaan yang dilakukan selama PKL.

b. Menjadikan praktikan mudah beradaptasi dengan lingkungan kerja.

c. Mempraktikkan ilmu pengetahuan yang pernah dipelajari oleh praktikan

selama berkuliah di program studi akuntansi.

C. Kegunaan PKL
Kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan oleh praktikan selama
kurun waktu dua bulan, selain memberikan manfaat bagi praktikan sendiri tentunya
juga bermanfaat bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta dan Instansi
tempat praktikan melaksanakan PKL. Berikut merupakan kegunaan PKL.:
1. Bagi Praktikan
a. Memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
dalam program studi S1 Akuntansi FE UNJ.
b. Menambah wawasan dan pengalaman dalam menerapkan ilmu yang

dipelajari selama perkuliahan.



c. Meningkatkan sikap disiplin, tanggung jawab dan profesional dalam
menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan kepada praktikan selama
kegiatan PKL berlangsung.

2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta

a. Menjalin hubungan kerja sama yang baik antara Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Jakarta dengan lembaga atau instansi tempat
praktikan menjalankan PKL.

b. Memperoleh umpan baik dalam menyempurnakan kurikulum sesuai
tuntutan dunia kerja saat ini sehingga dapat meningkatkan kualitas
layanan bagi dunia kerja.

3. Bagi Lembaga/Instansi

a. Menumbuhkan kerja sama yang saling menguntungkan antara instansi
dan universitas.

b. Merealisasikan program tanggung jawab sosialnya, karena telah
memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melaksanakan
kegiatan PKL.

c. Membantu dan meringankan pekerjaan para pegawai perusahaan

dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan.

D. Tempat Pelaksanaan PKL
Berikut ini merupakan informasi singkat dari tempat praktikan melaksanakan
PKL:

jenis lembaga : Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK)



nama instansi  : Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat

alamat : JI. Mayjen Sutoyo No. 12 Cililitan, Jakarta Timur 13640
telepon : 021-80882815

e-mail : humas@bkn.go.id

website > www.bkn.go.id

Praktikan memilih Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai tempat
melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, karena BKN merupakan Lembaga
Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) di Indonesia yang melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian negara. Selain itu praktikan ingin
mengetahui sistem akuntansi yang ada di lembaga pemerintahan, untuk lebih
memahami bagaimana penerapan akuntansi tersebut, serta kesesuaiannya dengan

mata kuliah yang pernah praktikan pelajari, yaitu Akuntansi Pemerintahan.

E. Jadwal Waktu PKL
1. Tahap Persiapan
Tahap persiapan merupakan tahap pertama yang dilakukan dalam
melaksanakan PKL. Pada tahap ini praktikan mempersiapkan segala
sesuatu yang dibutuhkan untuk mengajukan permohonan PKL kepada
perusahaan yang akan dituju sebagai tempat PKL. Praktikan mengisi
form pembuatan surat di website bakh.unj.ac.id/sipermawa, selain itu
praktikan juga membuat Curriculum Vitae serta mencetak Daftar Hasil

Studi (DHS) untuk melengkapi persyaratan. Surat Permohonan Izin PKL


mailto:humas@bkn.go.id
http://www.bkn.go.id/

baru dapat diambil di BAKHUM setelah beberapa hari sejak pengisian
form, yaitu pada tanggal 11 Juli 2019.
Tahap Pelaksanaan

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan selama kurun waktu
dua bulan (40 hari kerja). Pada tanggal 12 Juli 2019 praktikan datang ke
kantor BKN untuk menyerahkan Surat Permohonan Izin PKL yang telah
dilegalisir. Kemudian praktikan diminta datang dihari pertama PKL,
yaitu pada 15 Juli 2019. Pada hari tersebut praktikan menerima lembar
tata tertib, lembar daftar hadir, lembar penilaian, name tag serta surat
balasan atas permohonan izin PKL dari staf Bagian Kinerja dan
Kesejahteraan Pegawai Biro Kepegawaian BKN. Kemudian praktikan
ditempatkan di unit kerja Biro Keuangan BKN.
Pelaksanaan PKL : 15 Juli — 6 September 2019
Durasi : 40 hari kerja

Waktu Pelaksanaan PKL

Hari Kerja : Senin — Jumat

Jam Kerja : Senin — Kamis :08.00 s.d 16.00 WIB
Jumat :07.30s.d 16.30 WIB

Jam Istirahat : Senin — Kamis :12.00s.d 12.30 WIB
Jumat :11.30s.d 12.30 WIB

Tahap Pelaporan
Setelah kegiatan PKL selesai dilaksanakan, praktikan harus

menyusun laporan PKL sebagai bukti pertanggung jawaban bahwa



praktikan benar telah melaksanakan PKL. Penyusunan laporan PKL ini
merupakan syarat bagi setiap Mahasiswa program studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Laporan PKL ini disusun
sesuai dengan pedoman PKL dan arahan dari dosen pembimbing. Proses
penyusunan laporan PKL dimulai pada awal bulan Agustus dan terus

berlanjut hingga praktikan selesai melaksanakan PKL.



BAB |1
TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL

A. Sejarah Badan Kepegawaian Negara (BKN)

Berdirinya BKN diawali dengan nama Kantor Urusan Pegawai (KUP), yang
dibentuk untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan kedudukan dan
gaji Pegawai Negeri serta mengawasi supaya peraturan-peraturan tersebut
dijalankan dengan tepat. Kantor Urusan Pegawai (KUP) inilah yang menjadi cikal
bakal terbentuknya BAKN, sehingga tanggal 30 Mei 1948 ditetapkan sebagai
tanggal lahirnya Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN).

Pada awalnya Kantor Urusan Kepegawaian (KUP) dibentuk berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1948 yang berkedudukan di Yogyakarta,
sedangkan perwakilan KUP untuk wilayah Indonesia bagian timur berkedudukan
di Makasar. KUP diperuntukkan khusus menangani pegawai pemerintah Republik
Indonesia, sedangkan pegawai yang mengabdi pada pemerintah Hindia Belanda
dikelola oleh Djawatan Umum Urusan Pegawai (DUUP) vyang dibentuk
berdasarkan Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor 13 Tahun 1948.

Seiring dengan berjalannya waktu, pemerintah merasa perlu untuk
memusatkan urusan kepegawaian di Indonesia yang sebelumnya telah
diselenggarakan oleh KUP di Yogyakarta dan DUUP di Jakarta. Berdasarkan PP
No. 32 Tahun 1950, kedua lembaga tersebut dilebur menjadi satu dan diberi nama
KUP yang berkedudukan di Jakarta. Pada dasarnya tugas pokok KUP menurut PP

No. 11 Tahun 1948 adalah mengurus kedudukan dan gaji Pegawai Negeri serta



mengatasi supaya peraturan kepegawaian dijalankan dengan tepat. Meskipun KUP
sudah terbentuk pada saat itu, tetapi belum cukup berfungsi, karena tata usaha
kepegawaiannya masih dianggap belum teratur dan tidak dapat dilakukan
pembinaan tata usaha kepegawaian dengan baik.

Peran aparatur negara semakin dirasakan, pemerintah menganggap perlu
menetapkan kembali kedudukan, fungsi, tugas, dan organisasi KUP. Pandangan ini
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 beserta
peraturan pelaksanaannya yang dimaksud dalam Keputusan Perdana Menteri RI
Nomor 30/PM/1951 tanggal 7 April 1951. Selaras dengan maksud tersebut, maka
KUP yang merupakan institusi yang bertugas melakukan pembinaan kepegawaian
diubah menjadi Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1972. Penetapan Peraturan Pemerintah ini
juga sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1961.

Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1972, maka kedudukan,
fungsi, tugas, susunan dan tata kerja institusi yang mengelola kepegawaian,
semakin dikembangkan. BAKN ditetapkan sebagai sebuah lembaga pemerintah
non departemen yang berkedudukan langsung di bawah dan bertanggung jawab
kepada Presiden, mempunyai fungsi untuk menyempurnakan, memelihara dan
mengembangkan administrasi negara di bidang kepegawaian sehingga dapat
tercapai kelancaran jalannya pemerintahan.

Untuk lebih mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada PNS di
daerah, BAKN telah membentuk beberapa Kantor Wilayah dengan tugas dan fungsi

sebagaimana tercantum pada pasal 2 Keputusan Kepala BAKN Nomor
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55/KEP/1997 tanggal 9 Desember 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Wilayah BAKN yaitu melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi BAKN di
wilayah kerjanya berdasarkan kebijaksanaan Kepala BAKN dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Dengan Keputusan Kepala BAKN Nomor
211/KEP/1984 tanggal 10 Juli 1984 dibentuk Kantor Wilayah I BAKN di
Yogyakarta; Keputusan Kepala BAKN Nomor 212/KEP/1984 tanggal 10 Juli 1984,
dibentuk Kantor Wilayah 1l BAKN di Surabaya; Keputusan Kepala BAKN Nomor
212/KEP/1984 tanggal 10 Juli 1984, dibentuk Kantor Wilayah 11l BAKN di
Bandung.

Selanjutnya, dengan keputusan Kepala BAKN Nomor 10/KEP/1994 tanggal
11 Mei 1994 dibentuk Kantor Wilayah IV BAKN Ujung Pandang; Surat Keputusan
Kepala BAKN Nomor 53/KEP/1997 tanggal 9 Desember 1997, dibentuk Kantor
Wilayah V BAKN Jakarta; dan Surat Keputusan Kepala BAKN Nomor
54/KEP/1997 tanggal 9 Desember 1997, dibentuk Kantor Wilayah VI BAKN
Medan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintah Daerah, untuk mendorong desentralisasi urusan kepegawaian kepada
daerah, maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian. Atas dasar peraturan tersebut, nomenklatur BAKN diubah menjadi
Badan Kepegawaian Negara (BKN). Kemudian dengan Keputusan Kepala BKN
Nomor 03/KEP/2000 tanggal 18 Januari 2000 dilakukan perubahan nama Kantor

Wilayah menjadi Kantor Regional dan pembentukan Kantor Regional VII BKN
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Palembang; Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin; dan Kantor Regional X
BKN Jayapura. Kantor Regional (Kanreg) BKN mempunyai tugas
menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Negara di
bidang pembinaan dan penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara di
wilayah Kkerjanya, yang kewenangannya masih melekat pada pemerintah sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dengan Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 1999 ditetapkan
bahwa tugas pokok BKN adalah membantu Presiden dalam penyelenggaraan
manajemen kepegawaian negara dalam rangka terciptanya SDM aparatur negara
profesional serta berkualitas dan bermoral tinggi, guna mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Dalam rangka
melaksanakan Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 1999 tersebut, dikeluarkan
Surat Keputusan Kepala BKN Nomor 59/KEP/1999 sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Kepala BKN Nomor 03/KEP/2001 tanggal 2 Februari Tahun
2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKN.

Demi mencapai tujuan dalam penyelenggaraan manajemen kepegawaian
negara yang baik, berikut ini merupakan visi dan misi Badan Kepegawaian Negara
(BKN):

1. Visi Badan Kepegawaian Negara (BKN)

Menjadi Pembina dan Penyelenggara Manajemen Kepegawaian yang
Profesional dan Bermartabat Tahun 2025
2. Misi Badan Kepegawaian Negara (BKN)

a. Mengembangkan Sistem Manajemen Kepegawaian Negara.
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Mengembangkan Sistem Pelayanan Kepegawaian.

Mengembangkan Manajemen Internal BKN.

3. Misi BKN dalam Renstra 2015-2019 yaitu

a.

Mengembangkan dan  Mengoptimalkan  Sistem  Pelayanan
Kepegawaian

Mengembangkan dan Mengoptimalkan Sistem Pengawasan dan
Pengendalian Kepegawaian

Mengembangkan dan  Mengoptimalkan ~ Sistem  Peraturan
Perundang-Undangan, Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai
Mengembangkan dan  Mengoptimalkan  Sistem  Informasi
Manajemen Kepegawaian

Mengembangkan dan Mengoptimalkan Sistem Manajemen Internal

BKN

B.  Struktur Organisasi

Praktikan akan menjelaskan fungsi dari beberapa unit kerja yang tercantum

dalam struktur organisasi BKN Pusat dan struktur organisasi pada Biro Keuangan,

yaitu unit kerja dimana praktikan melaksanakan PKL. Berikut ini adalah gambar

struktur organisasi BKN Pusat:



13

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
KEPALA NOMOR 19 TAHUN 2014
TENTANG
ORGANISAS] DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
WAKIL KEPALA
SEKRETARIAT UTAMA
INSPEKTORAT |
[ T 1 T |
BIRO
BIRO BIRO BIRO HUBUNGAN
PERENCANAAN KEUANGAN KEPEGAWAIAN UMUM MASYARAKAT
[ I I ]
DEPUTI BIDANG DEPUTI BIDANG DEPUTI BIDANG DEPUTI BIDANG
PEMBINAAN MANAJEMEN MUTASI KEPEGAWAIAN SISTEM INFORMASI PENGAWASAN DAN
KEPEGAWAIAN KEPEGAWAIAN PENGENDALIAN
] ] ] A
DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT
KINERJA APARATUR SIPIL - PENGADAAN DAN PENGOLAHAN DATA DAN - ;m"‘?‘" DAN PENGENDALIAN
NEGARA KEPAN IDANG FORMASI, PENGADAAN DAN
Gi GKATAN INFORMAS| KEPEGAWAIAN PASCA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
| DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT
JABATAN APARATUR SIPIL || PENSIUN PEGAWAI NEGERI ] PENGEMBANGAN SISTEM | PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
NEGARA SIPIL DAN PEJABAT NEGARA INFORMAS| KEPEGAWAIAN BIDANG KEPANGKATAN,
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DIREKTORAT
| KOMPENSASI APARATUR DIREKTORAT DIREKTORAT
STATUS DAN KEDUDUKAN
SIPIL NEGARA el KEPEGAWAIAN m ARSIP DIREKTORAT
KEPEGAWAIAN | PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
- BIDANG GAJI, TUNJANGAN,
DIREKTORAT KESEJAHTERAAN, DAN KINERJA
| PERATURAN PERUNDANG- DIREKTORAT
UNDANGAN — ARSIP
KEPEGAWAIAN II e SENDALIAN
BIDANG KODE ETIK, DISIPLIN,
= PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN
PEGAWAI NEGERI SIPIL
[ 1 I I I I
PUSAT PUSAT PUSAT
PUSAT PUSAT PUSAT PUSAT
PEMBINAAN
PERENCANAAN PENGEMBANGAN PENILAIAN PENGEMBANGAN PENGKAJIAN DAN KONSULTASI DAN
KEPEGAWAIAN DAN JABATAN SISTEM REKRUTMEN KOMPETENS] APARATUR SIPIL PENELITIAN BANTUAN HUKUM
FORMAS! FUNGSIONAL APARATUR SIPIL APARATUR SIPIL NEGARA
KEPEGAWAIAN NEGARA NEGARA KEP

Gambar I1. 1 Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Negara

Sumber : Lampiran Perka BKN Nomor 19 Tahun 2014

Berdasarkan gambar 11.1, di bawah ini merupakan penjelasan singkat
mengenai tugas dari masing-masing unit yang ada dalam struktur organisasi BKN
sesuai dengan Peraturan Kepala (Perka) BKN Nomor 19 Tahun 2014 tentang
Organisasi dan Tata Kerja BKN:

1. Kepala

Kepala mempunyai tugas memimpin BKN dalam melaksanakan tugas

dan fungsinya.



2.

14

Wakil Kepala

Wakil Kepala mempunyai tugas membantu Kepala dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya.

Sekretariat Utama

Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala, yang mempunyai tugas
melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian
dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan
BKN.

Sekretariat Utama terdiri atas:

a. Biro Perencanaan;

b. Biro Keuangan;

c. Biro Kepegawaian;

d. Biro Umum; dan

e. Biro Hubungan Masyarakat.

Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian

Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan teknis
di bidang pembinaan kinerja, jabatan karier, kompensasi Pegawai Negeri
Sipil, dan jabatan fungsional yang menjadi kewenangan BKN.

Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian terdiri atas:

a. Direktorat Kinerja Aparatur Sipil Negara;

b. Direktorat Jabatan Aparatur Sipil Negara;
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c. Direktorat Kompensasi Aparatur Sipil Negara; dan

d. Direktorat Peraturan Perundang-undangan.

Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian

Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang
pengadaan, kepangkatan, mutasi, pemberhentian dan pensiun, status dan
kedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil, administrasi pensiun Pejabat
Negara dan mantan Pejabat Negara.

Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian terdiri atas:

a. Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan;

b. Direktorat Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara; dan
c. Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian.

Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian

Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan teknis
di bidang sistem informasi manajemen Kepegawaian.

Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian terdiri atas:

a. Direktorat Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian;

b. Direktorat Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian;

c. Direktorat Arsip Kepegawaian I; dan

d. Direktorat Arsip Kepegawaian II.

Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian
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Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas

melaksanakannpenyusunan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan

teknis pengawasan dan pengendalian di bidang mutasi kepegawaian,

kode etik dan disiplin, formasi, kompetensi dan kapabilitas Pegawai

Negeri Sipil, serta jabatan fungsional.

Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian terdiri atas:

a. Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Formasi,
Pengadaan, dan Pasca Pendidikan dan Pelatihan;

b. Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kepangkatan,
Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan;

c. Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Gaji, Tunjangan,
Kesejahteraan, dan Kinerja; dan

d. Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kode Etik,
Disiplin, Pemberhentian, dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil.

Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi

Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan bahan perencanaan kebutuhan pegawai, dan

pertimbangan formasi pegawai, serta standardisasi dan kompetensi

jabatan. Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi terdiri atas:

a. Bidang Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara;

b. Bidang Perencanaan Pertimbangan Formasi Aparatur Sipil Negara;

c. Bidang Penyusunan Standardisasi Jabatan;

d. Subbagian Tata Usaha; dan
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e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian

Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang

pembinaan jabatan fungsional kepegawaian.

Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian terdiri atas:

a. Bidang Pengelolaan Jabatan Fungsional Kepegawaian;

b. Bidang Peningkatan Kompetensi Jabatan Fungsional Kepegawaian;

c. Bidang Pengolahan Data dan Informasi Jabatan Fungsional
Kepegawaian;

d. Subbagian Tata Usaha; dan

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen Aparatur Sipil Negara

Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen Aparatur Sipil Negara

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis sistem

rekrutmen dan pengelolaan teknologi informasi sistem seleksi dan

fasilitasi penyelenggaraan seleksi.

Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen Aparatur Sipil Negara terdiri

atas:

a. Bidang Pengelolaan Sistem Rekrutmen;

b. Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi Seleksi;

c. Bidang Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi;

d. Subbagian Tata Usaha; dan
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e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pusat Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara

Pusat Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas
melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan penilaian kompetensi dan
potensi Aparatur Sipil Negara, melaksanakan pengembangan standar
penilaian kompetensi, akreditasi lembaga penilaian kompetensi,
melakukan monitoring dan evaluasi hasil penilaian kompetensi dan
potensi Aparatur Sipil Negara.

Pusat Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara terdiri atas:

a. Bidang Perencanaan dan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi;
b. Bidang Pengembangan Standar Penilaian Kompetensi;

c. Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Penilaian Kompetensi;
d. Subbagian Tata Usaha; dan

e. Kelompok Jabatan Fungsional

Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara

Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas
merencanakan, menyelenggarakan, mengembangkan dan mengevaluasi
program pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, pendidikan dan
pelatihan teknis manajemen Aparatur Sipil Negara, pendidikan dan
pelatihan fungsional kepegawaian, penyelenggaraan pendidikan ilmu
kepegawaian, serta menetapkan kerja sama, fasilitasi, dan sertifikasi
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan manajemen Aparatur Sipil

Negara.



13.

14.

19

Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara terdiri atas:

a. Bagian Umum;

b. Bidang Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil
Negara;

c. Bidang Pengelolaan Pendidikan llmu Kepegawaian; dan

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian

Pusat pengkajian dan Penelitian Kepegawaian mempunyai tugas

melaksanakan pengkajian, penelitian dan pengembangan di bidang

kepegawaian.

Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian terdiri atas:

a. Subbagian Tata Usaha; dan

b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian

Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian mempunyai tugas

melaksanakan analisis/ telaahan, konsultasi, fasilitasi, koordinasi dan

bimbingan serta melaksanakan pemantauan, evaluasi dan inventarisasi

implementasi kebijakan kepegawaian serta memberikan bantuan hukum.

Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian terdiri atas:

a. Bidang Konsultasi Hukum Kepegawaian;

b. Bidang Bantuan Hukum Kepegawaian;

c. Subbagian Tata Usaha; dan

d. Kelompok Jabatan Fungsional.
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15. Inspektorat
Inspektorat adalah unsur pengawasan intern BKN yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala dan secara administratif
dikoordinasikan oleh Sekretariat Utama. Inspektorat menyelenggarakan
fungsi penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern; pelaksanaan
pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu,
evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; pelaksanaan
pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala; penyusunan
laporan hasil pengawasan; dan pelaksanaan pelayanan administrasi
Inspektorat.
Inspektorat terdiri atas:
a. Subbagian Tata Usaha; dan

b. Kelompok Jabatan Fungsional
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Sedangkan untuk struktur organisasi pada Biro Keuangan dapat dilihat pada

gambar di bawabh ini:

BIRO
KEUANGAN
BAGIAN BAGIAN BAGIAN
PERBENDAHARAAN VERIFIKASI AKUNTANSI DAN PELAPORAN
SUBBAGIAN PENGELOLAAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
BELANJA PEGAWAI VERIFIKAS| BELANJA PEGAWAI PENGOLAHAN DATA KEUANGAN

SUBBAGIAN PENGELOLAAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
BELANJA LAINNYA VERIFIKASI BELANJA LAINNYA AKUNTANSI
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
TATA USAHA PELAPORAN

am

T

RN

Gambar I1. 2 Struktur Organisasi Biro Keuangan Badan Kepegawaian

Negara

Sumber : Lampiran Perka BKN Nomor 19 Tahun 2014

Dalam melaksanakan tugasnya Biro Keuangan menyelenggarakan fungsi:

1.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan, pembayaran, dan penggajian
pegawai

Pelaksanaan tata laksana dan pengolahan data keuangan

Pelaksanaan  verifikasi ~ akuntansi  dan pelaporan,  serta
pertanggungjawaban keuangan BKN

Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pembukuan perbendaharaan
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5. Penyiapan dan pengusulan pejabat pengelola keuangan BKN dan Kantor
Regional BKN
Sesuai dengan gambar 1.2, berikut ini merupakan penjelasan tugas dari
masing-masing bagian dan subbagian yang ada di Biro Keuangan:
1. Bagian Perbendaharaan
Bagian Perbendaharaan bertugas untuk melaksanakan pengelolaan
belanja pegawai dan belanja non pegawai serta pengendalian
pengawasan pembukuan perbendaharaan. Dalam melaksanakan
tugasnya tersebut, Bagian Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi
penyiapan bahan pengelolaan penggajian dan tunjangan pegawai,
penyiapan bahan pembinaan teknis pembayaran belanja lainnya, dan
penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan administrasi pada Biro
Keuangan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bagian
Perbendaharaan membawahi tiga Subbagian yaitu:
a. Subbagian Pengelolaan Belanja Pegawai
Subbagian ini bertugas melakukan penyiapan, pengolahan
penggajian dan tunjangan, melakukan pembayaran gaji dan
tunjangan, uang lembur, serta pengendalian tata naskah gaji pegawai
BKN Pusat.
b. Subbagian Pengelolaan Belanja Lainnya
Subbagian ini bertugas melakukan penyiapan, pengelolaan, dan
pembayaran keuangan dan belanja lainnya pada BKN Pusat. Jenis

belanja lainnya yang ada di lingkungan BKN yaitu belanja barang
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dan belanja modal. Belanja barang dapat berupa pengeluaran untuk
perjalanan dinas, jamuan makan, alat tulis kantor, pengeluaran untuk
sewa, jasa konsultan, jasa profesi dan lainnya. Sedangkan untuk
belanja modal dapat meliputi pembelian tanah, mesin, komputer,
berikut biaya instalasinya. Jenis belanja yang telah disebutkan sesuai
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011
tentang klasifikasi anggaran.
c. Subbagian Tata Usaha
Subbagian ini  mempunyai tugas melakukan penerimaan,
pengagendaan dan pendistribusian serta penomoran surat secara
manual maupun elektronik, melakukan tata usaha, pengelolaan
Kinerja, serta evaluasi dan pelaporan pada Biro Keuangan.
Bagian Verifikasi
Bagian Verifikasi mempunyai tugas melakukan pengujian dokumen
keuangan BKN Pusat. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Bagian
Verifikasi menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan pengolahan data
keuangan BKN Pusat, penyiapan bahan pengujian dan penyiapan Surat
Permintaan Pembayaran/ Surat Perintah Membayar BKN Pusat, dan
penyiapan pembinaan administrasi pengelolaan keuangan dan
pemeriksaan pertanggungjawaban realisasi keuangan di lingkungan
BKN. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, Bagian
Verifikasi membawahi dua Subbagian yaitu:

a. Subbagian Verifikasi Belanja Pegawai
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Subbagian ini mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
pengujian dan pengendalian Surat Permintaan Pembayaran/ Surat
Perintah Membayar, penyiapan Surat Perintah Membayar, verifikasi
realisasi keuangan serta pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang
terkait dengan belanja pegawai di lingkungan BKN.
b. Subbagian Verifikasi Belanja Lainnya
Subbagian ini mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
pengujian dan pengendalian Surat Permintaan Pembayaran/ Surat
Perintah Membayar, pengujian kontrak kerja dengan pihak ketiga,
penyiapan Surat Perintah Membayar, verifikasi realisasi keuangan
serta pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang terkait dengan belanja
lainnya di lingkungan BKN.
Bagian Akuntansi dan Pelaporan
Bagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan
akuntansi dan pembuatan laporan pertanggungjawaban realisasi
keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Akuntansi dan
Pelaporan menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan akuntansi
keuangan BKN Pusat dan penyiapan bahan pembuatan laporan
pertanggungjawaban realisasi keuangan. Dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya, Bagian Akuntansi dan Pelaporan membawahi tiga Subbagian
yaitu:

a. Subbagian Pengolahan Data Keuangan
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Subbagian ini mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
pengolahan data Surat Permintaan Pembayaran/ Surat Perintah
Membayar di lingkungan BKN Pusat, perencanaan metode
pengolahan dan penyajian informasi data keuangan, pelaksanaan
analisis, pengolahan, dan pengintegrasian data keuangan.

b. Subbagian Akuntansi
Subbagian ini mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
akuntansi keuangan di lingkungan BKN Pusat.

c. Subbagian Pelaporan
Subbagian ini mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
pembinaan administrasi pengelolaan keuangan dan pemeriksaan
pertanggungjawaban realisasi keuangan serta pembuatan laporan

pertanggungjawaban realisasi keuangan di lingkungan BKN.

C. Kegiatan Umum

Badan Kepegawaian Negara (BKN) memiliki tugas utama yakni
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian negara
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun fungsi BKN antara lain
menyelenggarakan fungsi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 (Perka BKN
Nomor 19 Tahun 2014) yaitu:

1. Penyusunan dan penetapan kebijakan teknis di bidang manajemen

kepegawaian;
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Penyelenggaraan pengadaan, mutasi, pemberhentian dan pensiun, serta
status dan kedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil;

Penyelenggaraan administrasi pensiun, Pejabat Negara dan mantan
Pejabat Negara;

Penyelenggaraan sistem informasi manajemen kepegawaian;
Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan manajemen
kepegawaian;

Penyelenggaraan pemetaan potensi dan penilaian kompetensi Pegawai
Negeri Sipil;

Penyelenggaraan dan pengembangan sistem rekrutmen Pegawai Negeri
Sipil;

Penelitian dan pengembangan di bidang manajemen kepegawaian;
Pelaksanaan bantuan hukum;

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang manajemen
kepegawaian;

Pembinaan dan penyelenggaraan dukungan administrasi kepada seluruh
unit organisasi di lingkungan BKN; dan

Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya
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BAB Il
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

A. Bidang Kerja
Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan selama 40 hari kerja,
dimulai dari Senin 15 Juli 2019 hingga Jumat 6 September 2019 di Subbagian
Pengelolaan Belanja Lainnya BKN Pusat. Subbagian Pengelolaan Belanja Lainnya
bertugas melakukan penyiapan, pengelolaan, dan pembayaran keuangan dan
belanja lainnya.
Sementara itu, tugas atau pekerjaan yang dilaksanakan oleh Praktikan selama
PKL antara lain:
1. Membuat dokumen penyampaian SPT PPh Pasal 22, diantaranya:
a. Membuat Surat Setoran Pajak PPh Pasal 22 pada aplikasi eSPT
b. Membuat salinan Surat Setoran Pajak PPh Pasal 22 untuk lapor ke
KPP dan sebagai arsip
2. Membuat dokumen penyampaian SPT PPh Pasal 23, diantaranya:
a. Membuat Bukti Potong PPh Pasal 23 pada aplikasi eSPT
b. Membuat Surat Setoran Pajak PPh Pasal 23 pada aplikasi eSPT
c. Membuat salinan Surat Setoran Pajak PPh Pasal 23 untuk lapor ke
KPP dan sebagai arsip
3. Membuat dokumen penyampaian SPT PPN, diantaranya:

a. Membuat Daftar Faktur PPN pada aplikasi eSPT
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b. Membuat salinan Surat Setoran Pajak PPN dan Faktur Pajak untuk

lapor ke KPP dan disimpan sebagai arsip.

B. Pelaksanaan Kerja

Pada hari pertama PKL, praktikan ditemani oleh Kepala Subbagian
Pengelolaan Belanja Lainnya, yaitu Ibu Asri untuk memperkenalkan diri kepada
beberapa pegawai di Subbagian Pengelolaan Belanja Lainnya dan pembimbing
PKL yang bernama Mbak Veiny. Setelah memperkenalkan diri, praktikan mulai
diberikan arahan untuk mengerjakan tugas. Selama praktikan melaksanakan PKL
di BKN, praktikan mengisi daftar tugas atau pekerjaan harian pada lembar Log
Harian PKL di BKN yang dapat dilihat pada Lampiran 6. Selain itu praktikan juga
diharuskan mengisi daftar hadir yang disediakan oleh Biro Kepegawaian (Lampiran
5) dan juga daftar hadir dari Fakultas Ekonomi UNJ (Lampiran 4).

Sebelum memulai tugas, praktikan dipandu oleh Pak Edy untuk mempelajari
beberapa sistem dan aplikasi yang sering digunakan oleh Subbagian Pengelolaan
Belanja Lainnya yaitu SIAVA, SIMPONI, OM-SPAN, dan eSPT. Berikut
penjelasan secara sederhana mengenai fungsi sistem tersebut:

1.  SIAVA (Sistem Aplikasi Verifikasi Anggaran)

SIAVA baru diimplementasikan oleh Biro Keuangan BKN mulai tahun

anggaran 2015 pada unit kerja BKN Pusat dan Kantor Regional BKN.

Aplikasi ini digunakan untuk membantu mengelola dokumen tagihan dan

sebagai standarisasi kelengkapan atau syarat dokumen tagihan. Tujuan
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penerapan sistem ini untuk mewujudkan dokumen pertanggungjawaban
keuangan yang akuntabel dan transparan berbasis teknologi informasi.

2. SIMPONI (Sistem Informasi PNBP Online)
Sistem ini dikelola olen DJA (Direktorat Jenderal Anggaran) untuk
memfasilitasi pembayaran atau penyetoran PNBP (Penerimaan Negara
Bukan Pajak) dan penerimaan non anggaran.

3. OM-SPAN (Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran
Negara)
Aplikasi ini digunakan dalam rangka memantau transaksi dalam Sistem
Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan menyajikan informasi
sesuai kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis web. OM-SPAN
dibuat dalam rangka memberikan layanan informasi yang cepat, akurat,
terinci, dan terintegrasi mengenai implementasi SPAN.

4.  eSPT (Surat Pemberitahuan Tahunan Elektronik)
Aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak digunakan dalam
penyampaian SPT. eSPT merupakan aplikasi yang digunakan oleh praktikan

dalam melaksanakan tugas harian PKL yang diberikan oleh pembimbing.

Setelah mempelajari sistem yang sering digunakan oleh Subbagian
Pengelolaan Belanja Lainnya, praktikan mulai diberi arahan untuk melaksanakan
tugas yang diberikan oleh pembimbing. Tugas tersebut menggunakan aplikasi eSPT
seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam hal untuk membuat dokumen

penyampaian SPT, dibutuhkan dokumen sebagai acuan yaitu Surat Perintah
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Membayar (SPM) dan Surat Setoran Pajak (SSP). SPM adalah dokumen yang
diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai surat
perintah kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai Kuasa
Bendahara Umum Negara (BUN) di daerah untuk mencairkan dana APBN.
Sedangkan SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah
dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke
kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
SPM dan SSP dari masing-masing satuan kerja disampaikan kepada KPPN
oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Apabila SPM yang diajukan telah
memenuhi persyaratan, maka diterbitkanlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
SP2D merupakan surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN
untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. Kemudian
KPPN melakukan pencairan dana APBN atas beban Kas Negara dengan
menerbitkan SP2D kepada pihak penerima dana. Apabila transaksi tersebut
berhubungan dengan pihak ketiga, maka KPPN langsung melakukan transfer dana
ke pihak yang bersangkutan tersebut, dana tersebut telah dipotong pajak yang
dikenakan sesuai dengan objeknya. SPM dan SSP tersebut diperoleh praktikan dari
petugas pengantar SPM setelah diotorisasi oleh KPPN. Selain harus mengacu pada
SPM dan SSP, proses penyampaian eSPT ini juga membutuhkan nomor dan tanggal
SP2D yang dapat diakses melalui website OM-SPAN. Berikut ini merupakan
penjabaran dari tugas yang dilaksanakan praktikan selama kegiatan PKL.:

1.  Membuat dokumen penyampaian SPT PPh Pasal 22
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Menurut UU Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 tahun 2008, Pajak
Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22) adalah bentuk pemotongan atau
pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan
berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Berdasarkan penjelasan
Pasal 22 UU PPh, yang dapat ditunjuk sebagai pemungut pajak, salah satunya
adalah Bendahara pemerintah, termasuk bendahara pada Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga
negara lainnya.

Transaksi PPh 22 merupakan tanggung jawab pihak ketiga, dimana
dalam hal pembuatan SSP pihak ketiga lah yang akan menjadi wajib
pajaknya. Dalam hal ini Bendahara Pengeluaran BKN ditunjuk sebagai pihak
pemungut PPh 22 sesuai penjelasan di atas. Tarif pajak yang dipungut oleh
Bendahara Pengeluaran BKN adalah yang berkaitan dengan transaksi atas
pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, Bendahara Pemerintah,
BUMN/BUMD yaitu sebesar 1,5% dari harga pembelian. Setelah melakukan
pelaporan pajak ke KPP oleh BKN, pihak ketiga akan mendapatkan SSP
lembar kesatu dan ketiga sebagai bukti telah dilakukannya pelaporan atas PPh
22 tersebut oleh pihak BKN. Contoh transaksi PPh Pasal 22 yang praktikan
lampirkan merupakan transaksi atas pengadaan keperluan perkantoran yang
sesuai dengan uraian SSP PPh Pasal 22, yang dapat dilihat pada Lampiran 8.
Berikut ini merupakan tahap-tahap yang dilakukan oleh praktikan dalam
membuat dokumen penyampaian SPT PPh Pasal 22:

a. Membuat Surat Setoran Pajak PPh Pasal 22
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Dalam membuat Surat Setoran Pajak PPh Pasal 22 pada aplikasi eSPT

dokumen yang dibutuhkan adalah SSP PPh 22 yang terdapat pada Lampiran

8. Berikut ini merupakan langkah-langkah untuk membuat Surat Setoran

Pajak PPh Pasal 22 pada aplikasi eSPT berdasarkan SSPnya:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

Mula-mula praktikan membuka sistem eSPT PPh Pasal 22 pada
komputer.

Ketika sistem eSPT PPh Pasal 22 sudah terbuka, lalu akan muncul
connect to database pilih “dbpph22”. Setelah itu login di sistem
eSPT PPh Pasal 22, dapat dilihat pada Lampiran 9.

Pilih menu Program pada bagian kiri atas.

Pilih submenu Buka SPT Yang Ada.

Pilih Masa Pajak dan Tahun Pajak “Juni 2018”.

Kemudian klik Buat, pilih opsi Buka SPT untuk diedit kembali/
revisi, setelah itu klik OK. Langkah ini dapat dilihat pada Lampiran
10.

Setelah membuat SPT masa yang akan dikerjakan, pilih menu SPT
PPh.

Pilih Daftar Surat Setoran Pajak PPh 22, Atas Pembelian Barang
oleh Bendaharawan.

Klik Baru, untuk mulai mengisi form.

Isi NPWP rekanan. Pada contoh transaksi ini, praktikan memilih PT.

Cipta Karya Abadi sesuai dengan SSP.
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11) Isi kolom NTPN. Dalam hal ini, NTPN diisi sesuai dengan Nomor
SP2D dengan ditambah “0” pada digit terakhir, yaitu
1808813030213200.

12) Isi Tanggal Pembayaran SSP sesuai tanggal SP2D, yaitu 22/06/2018.

13) Isi nominal Harga Perolehan sebesar Rp. 14.000.000, hasil ini
diperoleh dari Rp. 210.000 / 1.5% (nilai PPh 22 dibagi tarif).

14) Isi nominal PPh yang Dipungut sebesar Rp. 210.000 sesuai dengan
SSP. Apabila form telah diisi, tampilannya dapat dilihat pada
Lampiran 11.

15) Kemudian klik Simpan.

16) Apabila proses penyampaian SPT PPh Pasal 22 pada aplikasi eSPT
untuk masa pajak Juni 2018 telah selesai, langkah selanjutnya adalah
mencetak hasil pekerjaan tersebut. Caranya dengan pilih menu SPT
Tools, klik Menu Cetakan, ubah masa pajak dan tahun pajak menjadi
“06/2018”.

17) Selanjutnya, praktikan menceklis opsi Daftar SSP PPh 22 atas
Pembelian Barang oleh Bendaharawan dan PPh Pasal 22 Induk,
selanjutnya klik Cetak. Langkah ini dapat dilihat pada Lampiran 12.

18) Dokumen hasil cetakan tersebut berupa SPT Induk PPh 22 yang
dapat dilihat pada Lampiran 13 dan Daftar SSP PPh 22 seperti pada
Lampiran 14. SPT Induk PPh 22 dan Daftar SSP PPh 22 yang telah

dicetak tersebut akan dilampirkan pada saat lapor pajak ke KPP.
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b. Membuat salinan Surat Setoran Pajak PPh Pasal 22 untuk lapor ke KPP
dan sebagai arsip.

Setelah praktikan membuat Surat Setoran Pajak PPh Pasal 22 pada
aplikasi eSPT, langkah selanjutnya yaitu membuat salinan SSP. Tujuan dari
penggandaan SSP ini nantinya akan digunakan sebagai dokumen pendukung
saat lapor pajak ke KPP dan juga sebagai arsip instansi, berikut langkah-
langkahnya:

1) Mula-mula praktikan mengambil semua SSP PPh Pasal 22 dari

odnernya masing-masing secara per bulan.

2) Kemudian praktikan memisahkan SSP (asli) PPh 22 dari dokumen
transaksi lainnya.

3) Setelah itu praktikan menggandakan SSP tersebut sebanyak dua
rangkap sesuai tujuan yang telah dijelaskan diatas. Jumlah SSP yang
digandakan tersebut haruslah sama dengan jumlah transaksi PPh 22
yang telah diinput pada aplikasi eSPT. Misalnya, jika transaksi bulan
Maret yang telah diinput ke eSPT sebanyak 30 transaksi, maka SSP

yang digandakan juga harus berjumlah 30 transaksi.

Membuat dokumen penyampaian SPT PPh Pasal 23

PPh Pasal 23 adalah pajak yang dikenakan atas modal, penyerahan jasa
atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Pada
umumnya, jenis penghasilan yang tertera pada PPh Pasal 23 terjadi saat

adanya transaksi antara dua pihak, yaitu pihak yang menerima penghasilan
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atau penjual akan dikenakan PPh pasal 23 dan pihak pemberi penghasilan
atau pembeli, dalam hal ini adalah Bendahara Pengeluaran BKN akan
memotong dan melaporkan PPh pasal 23 tersebut kepada kantor pajak.

Berbeda dari transaksi PPh 22 dan PPN, pihak yang bertanggung jawab
untuk transaksi PPh 23 adalah Bendahara Pengeluaran BKN yang pada saat
pembuatan SSP akan menjadi pihak wajib pajak. Oleh karena itu pihak ketiga
akan mendapatkan bukti potong dari BKN sebagai bukti bahwa transaksi
tersebut telah dipotong dan dilaporkan PPh 23nya. Objek pajak PPh 23 yang
dipungut oleh Bendahara Pemerintah adalah penghasilan yang dibayarkan
kepada pihak lain/ rekanan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan
dengan penggunaan harta (selain tanah/bangunan), seperti sewa kendaraan
atau sewa sound system dan penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan
jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain. Tarif yang
dikenakan sebesar 2% dari jumlah bruto.

Contoh transaksi yang terdapat pada uraian SSP PPh 23 adalah transaksi
pembayaran atas jasa konstruksi, dapat dilihat pada Lampiran 16. Transaksi
ini masuk ke dalam kelompok imbalan jasa yang akan dikenakan tarif 2% dari
jumlah brutonya. Berikut ini merupakan tahap-tahap yang dilakukan oleh
praktikan dalam membuat dokumen penyampaian SPT PPh Pasal 23:

a. Membuat Bukti Potong PPh Pasal 23
Dalam membuat Bukti Potong PPh Pasal 23 pada aplikasi eSPT

dibutuhkan SPM beserta SSP PPh 23 yang terdapat pada Lampiran 15 dan
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16. Berikut ini merupakan langkah-langkah yang dilakukan untuk membuat

bukti potong PPh Pasal 23 berdasarkan SPM dan SSP:

1)

2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

10)

11)

12)

Praktikan membuka sistem eSPT PPh Pasal 23 pada komputer.
Ketika sistem eSPT PPh Pasal 23 sudah terbuka, lalu akan muncul
connect to database pilih “dbpph23”. Setelah itu login di sistem
eSPT PPh Pasal 23 (Lampiran 17).

Pilih menu Program pada bagian kiri atas.

Pilih submenu Buat SPT Baru.

Pilih Masa Pajak “Maret”.

Pilih Tahun Pajak “2019”.

Kemudian pilih Buat.

Setelah membuat masa pajak baru, pilih menu Program kembali
Lalu pilih Buka SPT Yang Ada.

Pilih Masa Pajak “Maret 20197, lalu klik Buka, selanjutnya pilih opsi
“Buka SPT untuk diedit kembali/ revisi”, setelah itu klik “ok”
(Lampiran 18).

Kemudian pilih menu SPT PPh, klik submenu Bukti Potong PPh
Pasal 23.

Setelah itu dilanjutkan dengan mengisi form, mula-mula isikan
nomor bukti dengan format No, Urut/No.SP2D/Tahun Pajak. Pada
transaksi kali ini praktikan isi dengan
00027/190881303003904/2019. No. SP2D dan tahun pajak dapat

dilihat pada Lampiran 16.
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13) Dilanjutkan dengan mengisi Tanggal Pemotongan yang disesuaikan

dengan Tanggal SP2D yaitu 01/03/2019.

14) Kemudian isi identitas WP, dengan memilih CV. Mitra Jaya

Wardani sesuai dengan lampiran 15.

15) Berdasarkan contoh transaksi, jenis jasa yang dipotong PPh 23

adalah jasa konstruksi, yang mana dalam hal ini masuk ke jenis jasa
lain, maka dari itu praktikan memilih kelompok jasa perbaikan dll,
kemudian praktikan mengisi nominal pada Jumlah Penghasilan
Bruto, yang nilainya diketahui dengan cara = Nilai PPh / 2% (Rp.
3.616.909 / 2%), maka didapatkan hasil Rp. 180.845.450. Nilai
tersebutlah yang dimasukkan ke Jumlah Penghasilan Bruto, klik tab,

kemudian akan muncul secara otomatis nilai PPh 23 nya.

16) Setelah selesai mengisi form, klik Simpan (Lampiran 19).

Membuat Surat Setoran Pajak PPh Pasal 23

Setelah praktikan selesai membuat bukti potong PPh 23 masa pajak

Maret 2019, kemudian praktikan melakukan tahap selanjutnya, yaitu

membuat Surat Setoran Pajak PPh 23. Berikut ini adalah langkah-

langkahnya:

1)

2)

3)

Pilih menu SPT PPh.
Pilih  submenu Daftar Surat Setoran Pajak (SSP)/ Bukti
Pemindahbukuan (PBK).

Klik Daftar Surat Setoran Pajak (SSP).



4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)
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Kemudian klik “Baru” pada kiri bawah dan akan muncul seperti
pada Lampiran 20.

Pilih Kode Jenis Setoran 104, sesuai dengan SSP.

Isi kolom NTPN. Dalam hal ini, NTPN diisi sesuai dengan Nomor
SP2D, dengan ditambah “0” pada digit terakhir, yaitu
1908813030039040.

Isi Jumlah Pembayaran sebesar Rp. 3.616.909. Nilai tersebut
merupakan nilai PPh 23 yang akan dipungut.

Isi Tanggal Setor sesuai Tanggal SP2D, yaitu 01/03/2019.

Lalu klik Simpan.

Kedua nominal dari Jumlah Total yang sudah balance,
menggambarkan bahwa transaksi Bukti Potong dan SSP PPh 23
yang telah diinput dianggap benar dan tidak ada kesalahan dalam
memasukkan nominalnya, dapat dilihat pada Lampiran 20 bagian
akhir.

Apabila proses penyampaian SPT PPh Pasal 23 pada aplikasi eSPT
untuk masa pajak Maret 2019 telah selesai, langkah selanjutnya
adalah mencetak hasil pekerjaan tersebut. Caranya dengan pilih
menu SPT Tools, klik Menu Cetakan, ubah masa pajak dan tahun
pajak menjadi “03/2019”, dapat dilihat pada Lampiran 21.
Selanjutnya, praktikan menceklis opsi Daftar Bukti Pemotongan
PPh 23/26, PPh Pasal 23/26 Induk, dan Bukti Pemotongan PPh 23

berdasarkan contoh transaksi, selanjutnya klik Cetak.
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13) Dokumen hasil cetakan tersebut berupa Daftar Bukti Pemotongan

PPh 23 (Lampiran 23), SPT Induk PPh 23 (lampiran 24), dan Bukti
Pemotongan per transaksi (Lampiran 22). Daftar Bukti Pemotongan
PPh 23 dan SPT Induk PPh 23 akan dilampirkan saat lapor pajak ke
KPP. Sedangkan untuk Bukti Pemotongan per transaksi akan

menjadi arsip bagi WP rekanan.

c. Membuat salinan Surat Setoran Pajak PPh Pasal 23 untuk lapor ke KPP

dan sebagai arsip

Sama halnya seperti PPh 22, tujuan dari penggandaan SSP PPh 23 ini

akan digunakan sebagai dokumen pendukung saat lapor pajak ke KPP

dan juga sebagai arsip instansi, langkah-langkahnya adalah sebagai

berikut:

1)

2)

3)

Mula-mula praktikan mengambil semua SSP PPh Pasal 23 dari
odnernya masing-masing secara per bulan.

Kemudian praktikan memisahkan SSP (asli) PPh 23 dari dokumen
transaksi lainnya.

Setelah itu praktikan menggandakan SSP tersebut sebanyak dua
rangkap sesuai tujuan yang telah dijelaskan diatas. Jumlah SSP yang
digandakan tersebut haruslah sama dengan jumlah transaksi PPh 23

yang telah diinput pada aplikasi eSPT.
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Membuat dokumen penyampaian SPT PPN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pungutan yang dibebankan atas
transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi
atau wajib pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).
Pemungutan PPN sebenarnya dapat dilakukan oleh beberapa pihak, seperti
olehn BUMN, kontraktor dan bendaharawan pemerintah. Pemungutan PPN
oleh bendaharawan pemerintah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan
Republik Indonesia no. 563/KMK.03/2003.

Pemungutan PPN secara umum dimulai dari pihak rekanan menerbitkan
faktur pajak dan membuat SSP atas setiap penyerahan Barang Kena Pajak
(BKP)/ Jasa Kena Pajak (JKP) kepada pemungut PPN. Faktur pajak adalah
bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang
melakukan penyerahan BKP atau JKP, kode seri faktur pajak yang digunakan
adalah 02, yang berarti penyerahan BKP/ JKP kepada pemungut PPN
bendahara pemerintah yang PPNnya dipungut oleh bendahara pemerintah.

Bendahara Pengeluaran BKN akan menyetorkan PPN tersebut ke kas
negara melalui KPPN. PPN yang telah disetor oleh pihak BKN tidak akan
diperhitungkan lagi. Sebagai bukti bahwa PPN tersebut telah dilaporkan oleh
pihak BKN ke KPP, maka pihak ketiga akan mendapatkan SSP lembar kesatu
dan ketiga. Tarif PPN yang digunakan adalah sebesar 10%. Cara menghitung
PPN yaitu = Dasar Pengenaan Pajak x Tarif. Dalam proses penyampaian

eSPT PPN, dokumen yang diperlukan adalah SSP PPN dan faktur pajak.
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Untuk lebih jelas mengenai alur pembayaran PPN, praktikan akan

menggambarkannya dibawah ini.

Pihak rekanan menjual Pihak rekanan Bendahara Pengeluaran
BKP/JKP kepada — 5 | menerbitkan Faktur Pajak —» | BKN membayar PPN ke
Bendahara Pengeluaran (saat penyerahan BKP/ kas negara melalui KPPN
BKN JKP)
Setelah dilakukan KPPN melakukan transfer
pelaporan pajak oleh dana kepada pihak rekanan
BKN ke KPP, pihak «— & terbit SP2D (jumlah
rekanan menerima SSP bersih yang telah dipotong
lembar 1&3 PPN)

Gambar I11. 1 Alur Pembayaran PPN
Sumber : Diolah oleh praktikan

Contoh transaksi yang praktikan lampirkan merupakan transaksi PPN
atas sewa kendaraan yang sesuai dengan uraian Surat Setoran Pajak (SSP)
PPN, yang dapat dilihat pada Lampiran 25. Berikut ini merupakan tahap-
tahap yang dilakukan oleh praktikan dalam membuat dokumen penyampaian
SPT PPN:

a. Membuat Daftar Faktur PPN

Dalam membuat Daftar Faktur PPN membutuhkan dokumen berupa

SSP PPN dan Faktur Pajak, masing-masing dapat dilihat pada Lampiran

25 dan 26. Berikut ini merupakan langkah-langkah dalam membuat

Daftar Faktur PPN pada aplikasi eSPT:

1) Praktikan membuka sistem eSPT PPN pada komputer.



2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)
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Ketika sistem eSPT PPN sudah terbuka, lalu akan muncul
connect to database pilih “DB1107PUT”. Setelah itu login di
sistem eSPT PPN (Lampiran 27).

Kemudian pilih menu Input Data, klik Daftar Faktur 1107 PUT.
Selanjutnya atur Masa Pajak sesuai transaksi yaitu 02 — 2019
(Februari 2019).

Setelah mengatur Masa Pajak, klik Baru pada sisi bawah layar.
Dilanjutkan dengan mengisi form, Jenis Lampiran diisi dengan
opsi pertama yaitu Lampiran 1, Jenis Transaksi diisi dengan opsi
pertama yaitu PPN & PPnBM yang dipungut melalui KPPN,
Status Transaksi diisi dengan opsi kedua yaitu Penyerahan
kepada pemungut Bendaharawan, dan Dokumen Transaksi
diiisi dengan opsi pertama yaitu Faktur Pajak Standar.
Kemudian pilih NPWP rekanan sesuai faktur pajak. yaitu CV.
Bastian Fahreza. Faktur Pajak dapat dilihat pada Lampiran 26.
Selanjutnya isi Tanggal Faktur sesuai faktur pajak, yaitu
06/02/2019 dan Tanggal Bayar Tagihan diisi sesuai dengan
Tanggal SP2D, yaitu 20/02/2019.

Lalu isi nominal Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sesuai nilai yang
tertera pada Faktur Pajak yaitu sebesar Rp. 7.270.000. Nilai
PPN akan terisi secara otomatis dan harus disesuaikan dengan

nominal yang ada di faktur pajak senilai Rp. 727.000.
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10) Selanjutnya isi Tanggal Setor PPN sesuai dengan Tanggal Bayar
Tagihan, kemudian klik Simpan, untuk lebih jelasnya dapat
dilihat pada Lampiran 28.

11) Apabila proses pengisian Daftar Faktur SPT PPN pada aplikasi
eSPT untuk masa pajak Februari 2019 telah selesai, langkah
selanjutnya adalah mencetak hasil pekerjaan tersebut. Caranya
dengan pilih menu SPT Tools, klik Menu Cetakan, ubah masa
pajak dan tahun pajak menjadi “Februari 2019” (Lampiran 29).

12) Selanjutnya, praktikan menceklis opsi SPT 1107 PUT Induk,
kemudian klik Cetak.

13) Dokumen hasil cetakan tersebut berupa PPN Induk (Lampiran
30). PPN Induk tersebut akan dilampirkan pada saat lapor pajak
ke KPP.

Membuat salinan Surat Setoran Pajak PPN dan Faktur Pajak untuk

lapor ke KPP dan disimpan sebagai arsip

Sama halnya seperti PPh 22 dan PPh 23, Tujuan dari
penggandaan SSP PPN dan faktur pajak ini nantinya akan digunakan
sebagai dokumen pendukung saat lapor pajak ke KPP dan juga
sebagai arsip instansi, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1) Praktikan mengambil semua SSP PPN dan Faktur Pajak dari
odnernya masing-masing secara per bulan.

2) Kemudian praktikan memisahkan SSP (asli) PPN dari

dokumen transaksi lainnya.
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3) Setelah itu praktikan menggandakan SSP PPN dan faktur pajak
tersebut sebanyak dua rangkap sesuai tujuan yang telah
dijelaskan di atas. Jumlah SSP yang digandakan tersebut
haruslah sama dengan jumlah transaksi PPN yang telah diinput

pada aplikasi eSPT.

C. Kendalayang Dihadapi

Selama kegiatan PKL berlangsung banyak hal yang praktikan peroleh, dalam

pelaksanaan PKL tersebut tentunya tidaklah selalu berjalan lancar, beberapa

kendala juga praktikan temui di tempat praktik kerja. Berikut ini adalah beberapa

kendala yang dihadapi oleh praktikan:

1.

Tidak adanya koneksi internet pada komputer praktikan menjadi kendala
teknis saat melakukan penyampaian eSPT. Hal itu dikarenakan praktikan
membutuhkan koneksi internet untuk mengakses nomor dan tanggal
SP2D dari aplikasi SPAN, serta uraian pembayaran pada dokumen SSP
yang seringkali tidak rinci.

Pada saat menginput bukti potong PPh 23, praktikan menemukan
beberapa jenis transaksi dengan nama rekanan, nilai pajak dan objek
pajak yang sama, sehingga dikhawatirkan membuat praktikan
menginputnya lebih dari sekali.

Keterbatasan jumlah perangkat komputer yang bisa digunakan dalam

bekerja juga menjadi kendala saat melaksanakan tugas. Praktikan harus
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bergantian menggunakan komputer jikalau ada pegawai yang sedang

meminjamnya.

D. Cara Mengatasi Kendala
Berikut ini merupakan cara-cara yang dilakukan praktikan sebagai upaya

menghadapi kendala selama melaksanakan PKL:

1. Dalam mengatasi tidak adanya koneksi internet pada komputer
praktikan, saat melaksanakan tugas yang membutuhkan koneksi internet
praktikan meminta izin kepada pegawai lain untuk meminjam
komputernya yang memiliki koneksi internet, ketika pegawai tersebut
sedang tidak menggunakannya.

2. Dalam mengatasi kebingungan saat menemukan transaksi yang sejenis,
praktikan memberikan tanda menggunakan pensil apabila transaksi
tersebut telah diinput dan memperhatikan dengan lebih teliti, agar
nantinya tidak terjadi double input.

3. Untuk mengatasi kendala saat komputer praktikan digunakan oleh
pegawai lain, praktikan memanfaatkan waktu tersebut dengan
mengerjakan tugas lain yang tidak memerlukan perangkat komputer,

yaitu membuat salinan SSP dan faktur pajak.



BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Selama pelaksanaan PKL di Badan Kepegawaian Negara tepatnya di unit
kerja Biro Keuangan, praktikan mendapatkan banyak pengalaman dan
pembelajaran dalam penyesuaian diri dengan lingkungan kerja yang sesungguhnya,
khususnya di instansi pemerintahan. Dengan adanya PKL, praktikan belajar agar
dapat disiplin waktu, lebih cepat memahami cara kerja, dapat bertanggung jawab
atas apa yang dikerjakan, serta lebih cermat dan berhati-hati dalam melaksanakan
segala tugas yang diberikan. Maka dari itu praktikan dapat menarik kesimpulan
mengenai beberapa hal sebagai berikut:

1. Praktikan belajar untuk beradaptasi dengan cepat terhadap lingkungan
kerja selama PKL.

2. Praktikan dapat mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang pernah
didapatkan selama kegiatan perkuliahan, khususnya yang berkaitan
dengan perpajakan.

3. Praktikan memperoleh tambahan wawasan, ilmu, dan pengalaman dalam

mempraktikkan ilmu perpajakan selama PKL.
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B. Saran

Saran yang dapat praktikan berikan kepada beberapa pihak dengan tujuan

untuk kemajuan dan peningkatan kearah yang lebih baik, diantaranya sebagai

berikut:

1.

Bagi Praktikan Selanjutnya

Adapun saran bagi praktikan selanjutnya yaitu:

a. Meningkatkan sifat inisiatif diri terhadap sesuatu hal yang belum
diketahui untuk memperluas wawasan.

b. Membiasakan diri dalam berkomunikasi yang baik dan sopan.
Karena sangat membantu saat melakukan pekerjaan secara tim.

c. Memiliki sikap tanggung jawab, teliti, disiplin, dan profesional
dalam mengerjakan tugas, agar tugas dan pekerjaan yang diberikan
selama PKL dapat terselesaikan dengan baik.

Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta

Adapun saran bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta yaitu:

a. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta agar menjalin dan
melakukan kerjasama dengan berbagai perusahaan atau instansi,
sehingga mahasiswa memiliki akses yang mudah dalam mencari
tempat untuk melaksanakan PKL.

b. Sebaiknya Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta
menentukan jadwal PKL disaat semua mahasiswa telah selesai
melaksanakan kegiatan belajar di kampus, agar pelaksanaan PKL

tidak terbentur waktu dengan pelaksanaan UAS.
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3. Bagi Badan Kepegawaian Negara (BKN)

Adapun saran bagi BKN, khususnya pada Biro Keuangan yaitu:

a.

Diharapkan pegawai Biro Keuangan BKN memberikan penjelasan
yang mendalam tentang tugas dan fungsi dimasing-masing unit
bagian, agar praktikan mengetahui alur kerja yang biasa terjadi
seperti apa.

Memaksimalkan fasilitas seperti perangkat komputer dan printer
yang ada di ruangan, dengan melakukan perawatan yang baik dan
benar, supaya dapat digunakan untuk bekerja dengan seoptimal
mungkin.

Diharapkan semua komputer-komputer yang ada telah terpasang
berbagai sistem aplikasi yang sering digunakan dalam bekerja oleh
para pegawai Biro Keuangan BKN, agar para pegawai dapat

melaksanakan pekerjaannya di komputernya masing-masing.
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KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
BIRO AKADEMIK KEMAHASISWAAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

Kampus Universitas Negeri Jakarta
J1. Rawamangun Muka, Gedung Administrasi It. 1, Jakarta 13220 )
Telp: (021) 4759081, (021) 4893668, cmail: bakhum.akademik@unj.ac.id

Nomor : 6619/UN39.12/KM/2019 10 Juli 2019
Lamp, :-

Hal  :Permohonan Izin Praktek Kerja Lapangan Mandiri
Kepada Yth.
Kepala Biro Keuangan Badan Kepegawaian Negara

JI. Mayjen Sutoyo No. 12, Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur

Kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk dapat menerima Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta :

Nama : Rizky Annisa
Nomor Registrasi + 8335162079
Program Studi + Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Jenjang : Sl

No. Telp/Hp : 081382110198

Untuk melaksanakan Praktek Kerja Lapangan yang diperlukan dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah

"Praktik Kerja Lapangan (PKL)" pada tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 06 September
2019.

Atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

Tembusan : 198510 2 001

1. Dekan Fakultas Ekonomi
2. Koordinator Program Studi Akuntansi

X
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BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor
Perihal

140/PSG-PKL/ROPEG/VII/2019 Jakarta, 12 Juli 2019
Permohonan Praktek Kerja
Lapangan (PKL) Kepada

Yth. Kepala Biro Akademik,
Kemahasiswaan dan Hubungan
Masyarakat. Universitas Negeri Jakarta
di

Tempat

Berkenaan dengan surat Saudara Nomor : 6619/UN39.12/KM/2019 tanggal 11
Juli 2019 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberitahukan bahwa
kami menyetujui dan menerima :

NO NAMA Program Studi

1 Rizky Annisa Akuntansi

Mahaiswa/i Universitas Negeri Jakarta yang akan melaksanakan praktek kerja
lapangan (PKL) dalam rangka untuk menambah pengalaman dan memperluas
wawasan bagi mahasiswa/i tersebut. Adapun penempatannya pada unit Biro
Keuangan Badan Kepegawaian Negara mulai tanggal 15 Juli s/d 6 September
2019.

Selama melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Badan Kepegawaian
Negara, diharapkan Mahasiswa/i tersebut mentaati peraturan (tata tertib) yang
berlaku dengan penuh rasa tanggungjawab.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

a.n. Kepala Biro Kepegawaian
Kepala Bagig] m@dan Kesejahteraan Pegawai
é ,;A \\.

2001

Tembusan disampaikan kepada Yth.
Kepala Biro Keuangan

Jalan Letjen Sutoyo No. 12 Cililitan Jakarta Timur 13640
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2

TATA TERTIB
PRAKTEK KERJA LAPANGAN, MAGANG KERJA
DAN PENDIDIKAN SISTEM GANDA
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

JAM PRAKTEK, menyesuaikan dengan Jam Kerja yang berlaku di Badan
Kepegawaian Negara :

a. SeninS/dKamis  : o Pulal 08.00 WIB s/d 16.00 WIB
o Istirahat : Pukul 12,00 WIB s/ 12,30 WIB
b. Jum‘at ¢ o Pukul 07.30 WIB s/d 16.30 WIB
o 07.30 WIB Senam Kesegaran Jasmani (Ada
Penilaian Tersendiri)
v Islivahat : pukul 11.30 WIB s/ 12.30 WID
¢ Sabludan Minggu : Libur
PAKCAIAN
a. bagi mahasiswa/mahasiswi S1 dan D.III Pakaian bebas, rapih dan sopan
memakai jakel almameter dan memakai sepatu (tidak diperkenankan
memakai kaog, sandal dan celana jeans)
b. bagi Siswa/siswi SLTA sederajat memakai pakaian sesuai dengan pakaian
seragam disekolahnya.
¢. untuk Senam Kesegaran Jasmani seliap hari Jum’at memakai pakaian

olahraga.

KEHADIRAN :

a. Mengenakan tanda pengenal yang telah disediakan

b, Wajib mengisi daftar hacir

c. membuat surat ijin lidak masuk PKL, Magang Kerja maupun PSG yang
ditujukan kepada Pimpinan Unit Kerja di lempat prakteknya;

d. membual surat ijin keluar kantor yang diketahni Pimpinan unit kerja;

e. tidak diperbolehkan berada di luar kantor pada saat jam kantor kecuali
waltu istirahat

KETENTUAN LAIN :

a. Mematuhi mentor/instruktur yang menugaskan

b, Menjaga Kesopanan, lingkah laku dan sikap yang ramah (erhadap
lingkungan kerja

e Tidak diperbolehkan merokok di dalam area perkantoran BKN

d. Menjaga kerahasinan Negara, vahasia Jabatan dan Institusi

¢.  Mematuhi dan menjalankan Tata Tertib cdlengan penuh rasa tanggung jawab

Kepala Biro Kepegawaian,

Dr. Achmad Slamet Hidayat, S.Pd, M.Si
NIP. 19720228 199912 1 001
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UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

FAKULTAS EKONOMI

Kaanpas Univenitas Negeri Jakarta Gedung R. Jalan Rawnmangun Moka, Jskarts 13220
Telepon (021) 4721227/4706285, Fax: (021) 4706285
Laman: www.fe.unj.ac.id

e
Senin/Is Jui 209
Selasa /16 Jui 209
Rabu /13 awi 2019

Kamis /183ui 209

Senin/ 220w 2000
Seasa /23 0 00
Robu / 24 30l 200

Ko [ 25 Juli 99
Jumat | 26 Jui 201
enin /29 30k 20
Seasa /20 Jwi 00
Rdoy / 3 7w 200
Kamy /1 Aowss 200

Jumat / 2 Agusius 2019

DAFTAR HADIR
PRAKTEK KERJA LAPANGAN

Nama : R\RBM“‘W
No. Registrasi : 433}5‘4‘?_20.19.‘..
Program Studi - LU ARUNTONL)
Tempat Praktik : BroK

Alamat Praktik/Telp - %

ARI/TANGGAL

KETERANGAN

Cutatun :

Format ini dupat diperbunynk sesuni kebutuhan
Mohon legalitas dengan cupll i




UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

FAKULTAS EKONOMI

Kammpus Universitas Negeri Jakasta Gediung R. Jelan Rawamangun Mo, Jakacta 13220 | P |
NIR Telepon (021) 4721227470628, Fax: (021) 4706285
FP“"‘ Laman: www.fe.uj acid

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI@ NS

DAFTAR HADIR
PRAKTEK KERJA LAPANGAN

Nama (RAZRY ANNKA
No. Registrasi : 5335162039
Program Studi
Tempat Praktik : B
Alamat Praktik/Telp : .

NO HARVTANGGAL PARAF KETERANGAN
1| Semn /s Agustus 0@ |1 A0
Saoso / ¢ Agusis o 2. Sl
3. [ Raen /7 Aguwi o9 JM
a | Komis [ b Aguts o 5 Yok
5 [ Juon /6 Aguss aee | Ml
6 |Senin /12 Pougus 209 o M
Soaa /13 Agustus 209
s | Rabu / M Aousus 3019 o fud
o | Kamis /15 nouus 200 | gl
to.| Jumat/ te Aguwus 200 1o, el
n, [ Senin/ 19 Asustus 2000y bl
12 | Sewasa/ 20 Agustus 2019 2 M
13, | Pau /2 poustus s0m |\, Al
14 | Kamis / 22 Aoustus 3019 MM
15, | 2umor /23 Poustus sop |0 dhud

(5]

Catatan :
Format Inl dapat diperbanyak sesuai kebutuhan
Mohon legalitas dengan cap




KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

FAKULTAS EKONOMI
Kaempun Universitas Negert Jakarta Chodung &, Jalan Rawomangun Moka, Jskarts 13220

A Telepon (021) 4721227:406285, Fax: (021) 4706285
Laman: www fe, ) acid

DAFTAR HADIR
PRAKTEK KERJA LAPANGAN

Nama : R1zky AW
No. Registrasi : 8335102099,
Program Studi 3

Tempat Praktik ; BIro, Keuan
Alamat Praktik/Telp : J): MayJen

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA @ uahs
i ommesesen ]

NO HARVTANGGAL PARAF KETERANGAN
1 | Senwn /26 pguins 209 [y ARatl
2 | Setaso [ 23 Agusus 2019 2 M

3. | Rabu / 28 Agustus 2019 |3 Mud
4. | Kamis / 29 Aquaus 209
s | Jumos | 30 Agustus 200 | Bud
6 | SEnin /2 Sertenber 200 o bl
2 | Setasa /3 September 01 |,

g | Rabu / 4 seprember 2009
o | Kamis/ s Seplemiec 200 | Kb

10| . Jumat / b Seplember 2019

10...

11 11 |

12. 12

13. 13

14 14.

15. 15

/ //Jal\nm,“is‘(‘“‘"”’"‘ﬁ
N
sl!.'ln:

Format ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan
Molion legalitas dengun membubuhi cap Instansi/Perusuhnan
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Lampiran 5: Daftar Hadir PKL dari Biro Kepegawaian BKN
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LOG HARIAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN) PUSAT

NO HARI/TANGGAL KEGIATAN PEMBIMBING
Perkenalan dengan beberapa staf di Sub Bagian Bu Asri
1 | Senin, 15Juli 2019 Pengelolaan Belanja Lainnya
Pengenalan SIMPONI, SIAVA, SIMOS, dan eSPT Pak Edy
Merekapitulasi Realisasi PNBP 2019 PPSR Pak Edy
2 |Selasa, 16 Juli 2019
Merekapitulasi Realisasi PNBP 2019 Puspenkom Pak Edy
;Aembuat Bukti Potong PPh Pasal 23 bulan Februari Mbak Veiny
3 | Rabu, 17Juli 2019 )
Membuat SSP PPh Pasal 23 bulan Februari 2019 (LS) Mbak Veiny
2Moer;bua! Bukti Potong PPh Pasal 23 bulan Maret Mbak Veiny
4 |Kamis, 18 Juli 2019 A9{E5)
Membuat SSP PPh Pasal 23 bulan Maret 2019 (LS) Mbak Veiny
I\lllsembuat Bukti Potong PPh Pasal 23 bulan April 2019 Mbak Veiny
S [Jumat, 19 Juli 2019 (L)
Membuat SSP PPh Pasal 23 bulan April 2018 (LS) Mbak Veiny
Membuat Bukti Potong PPh Pasal 23 bulan Mei 2019 Mbak Veiny
(LS)
6 | Senin, 22 Juli 2019 Membuat SSP PPh Pasal 23 bulan Mei 2019 (LS) Mbak Veiny
Memb i P i
embuat Bukti Potong PPh Pasal 23 bulan Mei 2019 Mbak Veiny
(Ls)
Membuat SSP PPh Pasal 23 bulan Mei 2019 (LS) Mbak Veiny
7 |selasa, 23 Juti 2019 :\/Llse)mbuat Bukti Potong PPh Pasal 23 bulan Juni 2019 Mbak Veiny
Membuat SSP PPh Pasal 23 bulan Juni 2019 (LS) Mbak Veiny
Membuat Bukti Potong PPh Pasal 23 bulan Juli 2019
Mbak Veiny
(LS)
Membuat SSP PPh Pasal 23 bulan Juli 2019 (LS) Mbak Veiny
8 | Rabu, 24Juli2019 Membuat Bukti Potong PPh Pasal 23 bulan Februari Mbak
2019 (GU) Vo
Membuat SSP PPh Pasal 23 bulan Februari 2019 (GU) [ Mbak Veiny
Mengetahui,

Pembimbing
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Membuat Bukti Potong PPh Pasal 23 bulan Maret

Mbak Veiny
2019 (GU)
9 [Kamis, 25 Juli 2019 Membuat Bukti Potong PPh Pasal 23 bulan Maret Mbak Veiny
! 2019 (GU)
Membuat SSP PPh Pasal 23 bulan Maret 2019 (GU) Mbak Veiny
Membuat Bukti Potong PPh Pasal 23 bulan April 2019 Mbak Veiny
(GU)
Membuat SSP PPh Pasal 23 bulan April 2019 (GU) Mbak Veiny
10 [Jumat, 26 Juli 2019
Merekapitulasi Pembayaran yang berhubungan
dengan Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan Pak Kus
Pegawai th anggaran 2019 menggunakan Microsoft
Excel
Merekapitulasi Pembayaran yang berhubungan
dengan Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan pak Kus
11 | Senin, 29 Juli 2019 Pegawai th anggaran 2019 menggunakan Microsoft
! Excel
Membuat Bukti Potong PPh Pasal 23 bulan Mei 2019 Mbak Veiny
(GU)
Membuat SSP PPh Pasal 23 bulan Mei 2019 (GU) Mbak Veiny
12 |selasa, 30 Juli 2019 Membuat Bukti Potong PPh Pasal 23 bulan Juni 2019 Mbak Veiny
' (GU)
Membuat SSP PPh Pasal 23 bulan Juni 2019 (GU) Mbak Veiny
Membuat Bukti Potong PPh Pasal 23 bulan Juli 2019 Mbak Veiny
(GU)
13 | Rabu, 31 Juli 2019 Membuat SSP PPh Pasal 23 bulan Juli 2019 (GU) Mbak Veiny
Membuat salinan SSP untuk arsip dan penyampaian "
SPT PPh 23 Mbak Veiny
Membuat salinan SSP untuk arsip dan pe i
S;n;p:az;a inan SSP untu ip dan penyampaian Mbak Veiny
i Agustus 2019
14 | kamis, DL AGUsWS Menyetak Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 Mbak Vel
bulan Februari-Juli 2019 Ve,
Menyetak PPh Pasal 23 Induk bulan Februari-Juli Mbak Vei
2019 ak Veiny
Memisahkan dokumen transaksi (SPM dan SSP) PPh R
15 |Jumat, 02 Agustus 2019 pasal 21 t3hun2018 Mbak Veiny
Memisahkan dokumen ksi (SPM dan SSP) PPh
! { ) Mbak Veiny

Pasal 22 tahun 2018

Mengetahui,
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Memisahkan dokumen transaksi (SPM dan SSP) PPh

Pasal 23 tahun 2018 MBSk
tahun
16 | Senin, 05 Agustus 2019 o
Memisahkan dokumen transaksi (SPM dan SSP) PPh Mbak Veiny
Pasal 4 (2) tahun 2018
17 |Selasa, 06 Agustus 2019 Membuat Bukti Potong PPN bulan Februari 2019 (LS) | Mbak Veiny
18 [Rabu, 07 Agustus 2019 Membuat Bukti Potong PPN bulan Maret 2019 (LS) Mbak Veiny
19 |Kamis, 08 Agustus 2019 Membuat Bukti Potong PPN bulan April 2019 (LS) Mbak Veiny
20 |Jumat, 09 Agustus 2019 Membuat Bukti Potong PPN bulan Mei 2019 (LS) Mbak Veiny
21 [Senin, 12 Agustus 2019 Membuat Bukti Potong PPN bulan Juni 2019 (LS) Mbak Veiny
22 |Selasa, 13 Agustus 2019 Membuat SSP PPh bulan 22 Februari 2018 Mbak Veiny
23 |Rabu, 14 Agustus 2019 Membuat SSP PPh bulan 22 Maret 2018 Mbak Veiny
24 |Kamis, 15 Agustus 2019 Membuat SSP PPh bulan 22 April 2018 Mbak Veiny
Membuat Bukti Potong PPh Pasal 23 bulan Juli 2019 Mbak Veiny
25 |Jumat, 16 Agustus 2019 [(LS)
Membuat SSP PPh Pasal 23 bulan Juli 2019 (LS) Mbak Veiny
Membuat Bukti Potong PPh Pasal 23 bulan Agustus Mbak Veiny
2019 (LS)
26 | Senin, 19 Agustus 2019 Membuat SSP PPh Pasal 23 bulan Agustus 2019 (LS) Mbak Veiny
Membayar PPh 23 atas transaksi GU di bank BNI Mbak Veiny
Membuat salinan SSP untuk arsip dan penyampaian
27 |Selasa, 20 Agustus 2019 SPT PPh 23 Mbak Veiny
Membuat salinan SSP untuk arsip dan penyampaian 5
28 |Rabu, 21 Agustus 2019 SPT PPh 23 Mbak Veiny
. Membuat salinan SSP dan Faktur Pajak untuk arsip 2
29 |Kamis, 22 Agustus 2019 dan penyampalan SPT PPN Mbak Veiny
Membuat salinan SSP dan Faktur Pajak untuk arsip .
30 |Jumat, 23 Agustus 2019 dan penyampaian SPT PPN Mbak Veiny
. Membuat salinan SSP dan Faktur Pajak untuk arsip .
31 [Senin, 26 Agustus 2019 dan penyampalan SPT PPN Mbak Veiny
Membuat salinan SSP dan Faktur Pajak untuk arsip
32 (Selasa, 27 Agustus 2019 dan penyampaian SPT PPN Mbak Veiny
33 [Rabu, 28 Agustus 2019 Membuat Bukti Potong PPN bulan Juli 2019 (LS) Mbak Veiny
34 |Kamis, 29 Agustus 2019 Membuat Bukti Potong PPN bulan Juli 2019 (LS) Mbak Veiny
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35

Jumat, 30 Agustus 2019 Membuat Bukti Potong PPN bulan Agustus 2019 (LS) | Mbak Veiny
36 [Senin, 02 September 2019 |Membuat Bukti Potong PPN bulan Agustus 2019 (LS) Mbak Veiny
37 |Selasa, 03 September 2019 |Membuat Bukti Potong PPN bulan Maret 2019 (GU) Mbak Veiny
38 |Rabu, 04 September 2019 |Membuat Bukti Potong PPN bulan April 2019 (GU) Mbak Veiny
39 |Kamis, 05 September 2019 |Membuat Bukti Potong PPN bulan Mei 2019 (GU) Mbak Veiny
Membuat Bukti Potong PPN bulan Juni 2019 (GU) Mbak Veiny

40 |Jumat, 06 September 2019
Membuat Bukti Potong PPN bulan Juli 2019 (GU) Mbak Veiny




Lampiran 7: Penilaian PKL
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4 -\ KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGG T
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA m
FAKULTAS EKONOMI
Kammpus Universitas Negeri Jkarta Gedeng . Jalin Raveacasogsm Meda,Jskwta 13220 sy |
W Telepen (021) 4721274706285, Fax: (021) 4706288
] Laman: www fe unjacid

PENILAIAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

PROGRAM SARJANA (S1)
sieenes SKS
Nama s Rizky ANk
Program Studi
Tempat Praktik 2
Alamat Praktik/Telp -
o SK
NO ASPEK YANG DINILAI - KETERANGAN
46-100
1 | Kehadiran gg 1. Keterangan Penilaian :
D a Skor  Nilai Bobot
2 | Kedisiplinan iiBe.| 86100 A 4
81-85 A- 37
3 | Sikap dan Kepribad: a3 76-80 B+ 33
ikap dan Kepribadian | 71 7175 B 30
L ar 66-710 B- 2,7
4 | Kemampuan Dasar ersemsaenases | 6165  CF 23
56-60 C 2,0
5 | Ketrampilan Menggunakan Fasilitas 5 |5ss 6 17
46-50 D 1
6 | Kemampuan Membaca Situasi  dan|..98 ... |2 Alokasi Waktu Praktik
Mengambil Keputusan 2 sks : 90-120 jam kerja efekuf

3 sks : 135-175 jam kerja efektif
: Partisipasi dan Hubungan Antar Karyawan | 93
Nilai Rata-rata :

s Aktivitas dan Kreativitas a6
s T T
g | Kecep Waktu Penyel Tugas . 10 (sepuluh)
yo | il Rekegin S sl Akbir:
36 A
Angka bulat huruf
Jumlah i T |
‘\
Catutun : .

Mohan legalitas dengan membubuhi cap Instansi Perusahuan
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Lampiran 8: Surat Keterangan Telah Melaksanakan PKL
=

.

rja Lapangan (PKL) di Unit Biro Keuangan
Jakarta, 11 September 2019
a.n. Kepala Biro Kepegawaian

o
-
\ &
2
=0
w
=0
=0
o
=~
™~
@
=
g
P
g
(=3
=z

BADAN KEPEGAWAI

tersebut telah melaksanakan Praktek Ke

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa

Rizky Annisa

Jakarta, 25 Juli 1997
8335162079

.
.
.
.

Tempat, tanggal lahir
Asal Perguruan Tinggi

NIM
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Lampiran 9: SSP atas PPh 22
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Lampiran 10: Langkah-langkah Membuka eSPT PPh 22

F cSPT Pajak Penghasilan Masa Pasal 22 [ERER=

‘&-v ., KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
A .““

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Emwm =9 seiToos @m @"'@D ﬂqm

Connect ToDB  Loain

G

@ CONNECT TO DATABASE

Data Source Name (DSN) :
No. | NamaDsh

1
2 Excel Fi

3 MS Access Datab:
4 DEPPH23

5

e-SPT PajaK Penghasilan
Masa Pasal 22

Version 2.2
Copyright @ 2002-2014, Direktorat Jenderal Pajak

Z eSPT Pajak Penghasilan Masa Pasal 22 [-= |- ]

‘&.n . KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
“__a‘

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
@2 ccomam. By sevom B3 seiToos g vy €D clop 4 ceua

Connect ToDB  Login

JA s

LOGIN

@ e-SPT PPh Masa 22

USER NAME : [acministrator
PASSWORD : [~

aSe

e-SPT Pajak Penghasilan
Masa Pasal 22

Version 2.2
Copyright @ 2002-2014, Direktorat Jenderal Pajak

68
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Lampiran 11: Langkah-langkah membuat SPT Masa Pajak Juni 2018

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
BB comam 55 sevom B sevioon 2 vy & ep 4 cevan

T

e-SPT Pajak Penghasilan
Masa Pasal 22

rsion 2.2
Copyright @ 2002-2014, Direktorat Jenderal Pajak

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
I cowam T sevevn O seiTovs U cumy &P ol H sewa

Connect To DB Logout

& SETTING SPT =] 2 ==
SETTING SPT PPh MASA 22 v2.0
Silahkan Pilh Masa Pajak, Tahun Pajak dan Kode
Pembetulan Unuk Membka SPT PP Hasa 22 2.0

esspa | ] p

I Tehun Pajake | 2003 — Cari
No | MasaPajok | TehunPajok | Pembetuan |
1 Suni 201
2 Desember 2018 0
3 November 2018 0
4 Gkiober 2018 0
5 September 2018 o
s Agustus 21 0
7 Jui 2018 0
el i | 206 | o]
9 Mei 2018 0
0 April 2018 [

Buka Batal Help

TTUou T Uoul &£

rsion 2.2
Copyright @ 2002-2014, Direktorat Jenderal Pajak

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
2 cogam B sevom. B39 sevioon 4 cuimy @ il 3 e

Connect ToDB  Logout

& SETTING SPT EeEirEE]

SETTING SPT PPh MASA 22 v2.0
Silahkan Pilih Masa Pajak, Tahun Pajak dan Kode
Pembetulan Untuk Membuka SPT PPh Masa 22v2.0

' faite| KONFIRMAST

SPT TELAH DIBUAT :
(% BUKA SPT UNTUK DIEDIT KEMBALT / REVIST
" BUAT SPT PEMBETULAN (N+1)

No

1

2

3

P

5

6 ok ) cancel

s 0 o |

8 uni 2016 0
9 Mei 2018 0
10 April 2018 0

W« Halsman: 1 dari 2 »[n
Btal tielp

TTUoU T Uoul &4

Version 2.2
Copyright @ 2002-2014, Direktorat Jenderal Pajak




Lampiran 12: Langkah-langkah membuat Daftar SSP PPh 22

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

0

70

I cowam T sevomn B setToos U iy, P celp

Connect To DB
Bukti Pungut PPh Atas Impor (Oleh Ditlen Bea dan Cukai) |
Bukti Pungut PPh Pasal 22 |
Daftar Bukti Pungut PPh Pasal 22 I

Daftar Surat Setoran Pajak PPh Pasal 22 Impor "
Daftar Surat Setoran Pajak (SSP) / Bukti Pemindahbukuan (PBK) *
Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 22

e-SPT Pajak Penghasilan
Masa Pasal 22

Version 2.2
Copyright @ 2002-2014, Direktorat Jenderal Pajak

Anda Sedang Membuka SPT PPh 22 Masa Juni-2018 Pembetulan 0

Hf «evan

© Juni-2018

Jumlah Data Per Halaman : 100

No. [ HPWP | Alamat WP [ Miama b pajak

|__pph yang dipungut (Rp.) [ Ket

<

>

(% Daftar 5P PPh Pasal 22 Atas Pembelian Barang Oleh Bendaharawan Cetak

M4 Halaman 1Dari 1 Halaman » T %1 ] TotalpPh Yang Dipuraut 5
Filter Dz ari D:

I~ pilh semua Kata Kunci Ubah Hapus
I~ Baris: =d Kriteria [Semua Data =] _Tampikan |
Menu Cetak :

|

o |

| 00.439.050.6-005.000  [Bendahara Pengeluaran siav

A <eva

2 Masa Juni-2018 Pembetulan 0

TopYFGNT @ 2007 70T, DIFERTorat

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

)

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
[ cxogiam serevn B setToos W iy, Y delp

S <ciuan

Connect To DB Logout. £ Input SSP Atas PPh Pasal 22 Oleh Usaha Tertentu

Masa Pajak Juni - 2018
Pembetulanke: 0
‘ Masa osek [ € [ 203 Kokperbetion [ 5] e —

-PEMUNGLT PAJAK-
Npwp  [00.435.050,6-005.000
Nama [Bendzhara Pengeluaran BRN |
Mamat  [Jl Mayjend Sutoya No. 12, Cillitan, Jakarts Tmur |
-WAJIB PAJAK DIPUNGUT
npw.p [ | Tabel wp |
Nama | ]
Mamat | |
Harga Pembelian (Rp.) PP Yang Dipungut (Rp.)
q
rbilang ‘Nn\ Rupizh ‘
= o

00.439.050.6-005.000 [Bendahara Pengeluaran sy

52 Juni-2018 Pembetulan 0

Masa Pasal 22

Version 2.2
Copyright @ 2002-2014, Direktorat Jenderal Pajak




KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONE!

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

71

[ coaiam sevewn B sevToos W iy, Y cep

Hf «etvas

Connect To DB Logout & Input SSP Ates PPh Pasal 22 Olch Bendaharawan/Badan Ussha Tertentu Yang Ditunjuk

@ Masa Pajak

Juni - 2018

52 Juni-2018 Pembetulan 0

=] &[]

ssp

\# DAFTAR LAWAN TRANSAKSL (==
‘ Weso paak [ 5 | 7018 p— TencgalPenbayarenss? [com <] ‘
.
npwp [00.435.050.6005.000 | No.rut [ np.w.p Nama Lavan Transaes
Nama [Bendahara Pengeluaran BRI T 00.439,050.6-005.000  BENDAHARA PENGELLIARAT
Mamat  [J Mayjend Sutoyo No. 12, Giitan, Jakarta| | 2 01.000.013.3-093.000  PT. TELEKOMLNIKASINDC
z 01.307.950.4-073.000  ¥AYASAN PENDIDIKAN DAY
T 1 01.33.583.8-008.000  PT. SATUR PER] SENTOSA
5 01.364,578.3-008.000  PT. SEVENINDO PRIMA MAr
NPw.p  [02109.859,5005.000 | Tabel WP 5 01.756.110.1-008.000  PT. CIPTABAYU ALAMI
Nama  [CV.CIPTAKARYA ABADL 7 01.814.207.5046.000  PT, TOSHINDO ELEVATOR L
Momat |, KAMPUNG PULO R, 007/005 o 321 | & 01.968.146.5-017.000_ CV. SAPTA KARYA MANDIR
109.850.5-005.000 | CV. CIPTA KARYA ABADL
10 02.203.889.7-423.000 V. BASTIAN FAHREZA
- PPh Yang Dipungut Rp.)
T LRI Habman: 1 dari 8 3L q
|Teibilang ol Rupish | [ |
i Piih i
Simpan Tup we |

00.439.050.6-005.000  |Bendahara Pengeluaran BKN

Masa Pasal 22

Version 2.2
Copyright @ 2002-2014, Direktorat Jenderal Pajak

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONE!

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

I comam ) sevowe B sevioos U vy @ el

A <eva

Logout

Connect To DB FInput 5P Atas PPh

]

Usaha Tertentu itunj
MasaPajak @
Pembetulan ke :

Juni - 2018
0

sa Juni-2018 Pembetulan 0

=] & =

Kode Pembetiizn [ 0|

ren Jisoes taos02i5z00 | |

‘ Maca pasak [ 6 J[29]

Tanggal pentsyaransse Bae/z0te g

-PEMUNGUT PAJAK-
Npwp  [00.435.050,6-005.000
Nama [Bendzhara Pengeluaran BRN |
Mamat  [Jl Mayjend Sutoya No. 12, Cillitan, Jakarts Tmur |
WATERALK
NP  [02105.859,5005.000 | Tabelwp |
Nama  [CV. CIPTAKARYA ABADT I
Mamat  [IL KAMPUNG PULO RT. 007/005 NO . 32 PINANG RANTI, KEC MAKASAR JAKTIM|

14,000,000

PPh Yang Dipungut (Rp.)

Nol Rupiah

Tup

|

00.439.050.6-005.000 | Bendahara Pengeluaran BV

Masa Pasal 22

Version 2.2
Copyright @ 2002-2014, Direktorat Jenderal Pajak

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
IFAMNFERAL NATALS

D | R E KTO Rf @Armk SURAT SETORAN PAJAK PPh Ps 22 Atas Pembelian Barang Oleh Bendaharawan

MasaPeiak 1 Juni-2018
D.1.1.32.03DN ﬂ
Jumieh Data Per Halaman : 100 [FMasa Juni-2018 Pembetulan 0
No. | NPVWP [ Alamat WP | Nama wajb pajak TP |__prh yang dpungut Rp.) | ket
]t 0L508.341.8-027.000 / L. GUNUNG SAHARI RAYA 73C/5-6, KEMAY... ~PT. BHINNEKA MENTARIDIMENST 1308813020242510 9,136
[l2 0L776.020.3-022.000 / GRAHAHPS 1L, IR, H, JUANDATIING, 33 1., PT, HARYA PILAR LTAMA SUKSES 1308813030219370 551,925
I35 01.776.020.8-022.000 / GRAHAHPS L. IR. H. JUAMDATIINO. 38 J...  PT. HARYA PILAR LTAMA SUKSES 18083130302138 10 578,775
[J4 02.109.859.5-005.000 / JL. KAMPLIG PLLO RT. 007/005 NO. 32PL..  CV. CIPTA KARYA ABADL 1308813030189420 513,455
[W[5 | 02. 109.555.5-005.000 / JL. KAMPUNG PULO RT. 007/005 NO. 32 PL.. | GV. GIPTA KARYA ABADL 1808813030213200 210,000 ||
[J6 02:835.455.3-001,000 / L. MATRAMAN RAYA 148 RUCANMITRA M...  CV. FAJARIDO ATHAGATA 1808813020233740 594,975
[]7 02.243.560.2.023.000 / 1L PRAMUKA JATI NO C55 KEL PASEBAN, KE... CV SURYA INDAH CITY 1308813010216400 40,780
I8 03.243.660.2-023.000 / JL PRAMUKA JATI NO CS6 KEL PASEBAN, KE... CV SURYA INDAH CITY 18085130 10216060 40,780
[J9 80.178.208.6-012.000 / 18 OFFICE PARKLT. 22, L. TB SIMATUPAN... PT. ALPHA CENTAURI INTERNATIONAL  1308813020222290 2,178,000
< il | v
W[4 Helaman 1Dari 1 Halaman » [ M Total Pph Yang Dipungut 5,177,826
Fiter D an D
I~ b S et una oo | we [ wee |
I~ Baris: sd Kiteria  [SemuaDatz x| _Tampken
Menu Cetok
(& Daftar SSP PPh Pasal 22 Atas Pembelian Barang Oleh Bendaharawan Cetak | Tutup I Help I
| 00.439.050.6-005.000  [Bendahara Pengeluaran BRI
TopyriGNT & Z00%- 2014, Direktorat
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Lampiran 13: Langkah-langkah untuk Mencetak Output SPT PPh 22

é 1 ! KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
2B e B9 sevoos 2 cuny & o 4 o

Connect To DB Legout Hapus SPT Anda Sedang Membuka SPT PPh 22 Masa Juni-2018 Pembetulan 0

Lapor Data SPT Ke KPP

e-SPT Pajak Penghasilan
Masa Pasal 22

Copyright @ 2002-2014, Direktorat Jenderal Pajak

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT gt
® S = £ com

Connect ToDB  Logout Uraian [ MasaPajok | Thn. Pajak | MoBukti [ pembetulan | KodeForm bk 93 #asa JUniZ2018 Pembetulan 0
[CIDaftar Surat Setoran Pajak PPh Pasal 22 Impor (Bank Devisa 6 2013 - 13203
o h I T NN [ETcEET
] Dsfrar Gukti Pemungutan Pajak Fenghasian Pasal 22 [ 018 - o D113204
[1Daftar PPh Pasal 22 Impor {Dibayar Sendiri) 3 2018 - ) DimporDb. ..
[CPeh Pasal 22 Induk 6 01 - o F113202
I pilh Semua
Masa Pajok | Tahun Pajak : [0g/203 = | ElterData: [ Formndulc
I Daftar Bukti PotonajPungut
Kdepenbetilan [e] I .k Pomotongan Pemngstan [ paramste - Nmar [ sfd Nomor [
I cetakLangsung Ke Printer {Tanpa Previen)

Cetak. | Tutup | Hep |

Version 2.
Copyright @ 2002-2014, Direktorat Jenderal Pajak

¢ ! i) WEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Y
& J

DIREKTORAT ksthasa =] &
T @ cemcms £ com

Connect ToDB  Logout Uraian [ Masapajsk [ Thn. Pajsk | hioBukt [ Pembetulan | KodeForm _ b 33 Masa Juni-2018 Pembetulan 0
] Dafter Surat Setoran Pajak PPh Pasal 22 Impor (Bank Devisa d. 2013 - o D113203

[Clpaftar Surat Setoran Pajak PPh Pasal 22 Atas Pembelian Bara. . 01 - 0 D1132030N

[CIDaftar Bukt Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 218 - 0 D113204

[ Daftar Prh Pasal 22 Impor (Dibayar Sendi) DlmporD.

G
s
s
& 2018 - 0

R T N R T

I piih semua

Masa Pajak / TahunPajak : [06/2018 =1 | BiterData: [~ Form ik
o] I Daftar Bukti PotongjPungut

Elwireemsionme e (Elenee - vz I o e

I™ CetakLangsung Ke Printer (Tanpa Preview)

Kode Pembetulan

Cetak. | Tutp | Help |

Version 2.
Copyright @ 2002-2014, Direktorat Jenderal Pajak




Lampiran 14: SPT Induk PPh Pasal 22 Masa Pajak Juni 2018

|
DEPARTEMEN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA SPT Normal
KEUANGAN R.l. PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 I:l SPT Pembetulan Ke -
JE::Q:::B:::AK Formulir ini digunakan unluklmelapcrkan Pemungutan Masa Pajak
Pajak Penghasilan Pasal 22 I ) I 6 I I 2 [ Dl 1 | 8 I

BAGIAN A. IDENTITAS PEMUNGUT PAJAK/WAJIB PAJAK

inewe o [0]0] [«]3]e] [o]s]o] [¢] [o]els] [efelc]
2. Nama . |B|e|n|d|a|h|a|r|a| |P|e|n|g|e]|]u[a|r]a]n[ [B|K|N| [

[ ] ]
smamat [J[I] [ [M[aly[ife[nd] [suftTofyfo] [nJof T [J2.T JcJi]

BAGIAN B. OBJEK PAJAK

Nilai Objek Pajak PPh yang dipungut
Uraian KAP|
s Rp) (Rp)
1) (2) 3) (4)
1. Badan Usaha Industri/Eksportir 411122/100

2. Penjualan Barang yang tergolong Sangat Mewah 411122/403

3. Pembelian Barang Oleh Bendaharawan/Badan 411122/100 345,188.398 5.177.826

Tertentu Yang Ditunjuk
4. Nilai Impor Bank Devisa/Ditien Bea dan Cukai *)

a. APl 4111221100
b. Non API 4111221100
5. Hasil Lelang (Ditjen Bea dan Cukai) 411122/100

6. Penjualan Migas Oleh Pertamina / Badan Usaha
Selain Pertamina

a. SPBU/Agen/Penyalur (Final) 411122/401
b. Pihak lain (Tidak Final) 411122/100
7.
JUMLAH 345.188.398 5.177.826

Terbilang:  Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Enam Rupiah
*) Coret Yang Tidak Periu

BAGIAN C. LAMPIRAN

1 Daftar Surat Setoran Pajak PPh Pasal 22 (Khusus untuk Bank Devisa, Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk
) dan Pertamina/Badan Usaha Selain Pertamina)

Surat Setoran Pajak (SSP) yang disetor oleh Importir atau Pembeli Barang sebanyak lembar

2. Khusus untuk Bank Devisa, Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk dan Pertamina/Badan Usaha Selain
Pertamina)

3 SSP yang disetor oleh Pemungut Pajak sebanyak :III lembar
) (Khusus untuk Badan Usaha Industri/Eksportir Tertentu, Ditjen Bea dan Cukai)

4. D Daftar Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 (Khusus untuk Badan Usaha Industri/Eksportir Tertentu dan Ditjen Bea dan Cukai.
5. Bukti Pemungutan PPh Pasal 22, (Khusus untuk Badan Usaha Industri/Eksportir Tertentu dan Ditjen Bea dan Cukai)

6. Daftar rincian penjualan dan retur penjualan (dalam hal ada penjualan retur)

7. |:| Risalah lelang (dalam hal pelaksanaan lelang).

8. |:| Surat Kuasa Khusus.

BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan Diisi Oleh Petugas
perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yag telah saya beritahukan di atas beserta —
lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas. SPT Masa Diterima:
D Langsung dari WP

PEMUNGUT PAJAK/PIMPINAN I:[ KUASA WAJIB PAJAK D Melalui Pos

Nama  [A[S[R[I] [o[v[a[u] [e[rIA[B[A[W[A[T[I] [ |5 T T T T

newe  [6e] [3ToJ<] [of4Ts] [5] [eI=T2] [oTeIo] g
Tanda Tangan & Cap Tanggal | 0 | 1 | D| 7 | 2 | 0 | 1 | 8 | Tanda Tangan

F.1.1.32.02 Lampiran lll. 1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ2009
-_— |
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Lampiran 15: Daftar SSP PPh Pasal 22 Masa Pajak Juni 2018

—
DEPARTEMEN DAFTAR SURAT SETORAN PAJAK
KEUANGAN R PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 Masa Pajak
DIREKTORAT (ATAS PEMBELIAN BARANG OLEH BENDAHARAWAN/ i[2JoT1T8]
JENDERAL PAJAK BADAN TERTENTU YANG DITUNJUK)
NP WP/ Alamat WP Nama Wajib Pajak PPh yang Keterangan
dipungut
1) 2) (3) (4) (5)
1 80.179.208.6-012.000 / 18 OFFICE PARK LT. 22, | PT. ALPHA CENTAURI 2.178.000
JL. TB SIMATUPANG, JAKARTA SELATAN INTERNATIONAL
2 | 03.243.660.2-023.000/ JL PRAMUKA JATINO | CV SURYA INDAH CITY 40.780
C56 KEL PASEBAN, KEC SENEN, JAKARTA
3 03.243.660.2-023.000 / JL PRAMUKA JATI NO CV SURYA INDAH CITY 40.780
C56 KEL PASEBAN, KEC SENEN, JAKARTA
PUSAT
4 | 02.109.859.5-005.000 / JL. KAMPUNG PULO RT. |CV. CIPTA KARYA ABADI 613.455
007/005 NO. 32 PINANG RANTI, KEC MAKASAR
JAKTIM
5 | 02.8354553-001.000/ JL. MATRAMAN RAYA | CV. FAJARIDO ATHAGATA 594975
148 RUKAN MITRA MATRAMAN BLOK B 15
JAKTIM
6 01.776.020.8-022.000 / GRAHA HPS JL. IR. H. PT. HARYA PILAR UTAMA 551.925
JUANDA Il NO. 38 JAKARTA PUSAT SUKSES
7 | 02.109.859.5-005.000 / JL. KAMPUNG PULO RT. | CV. CIPTA KARYA ABADI 210.000
007/005 NO. 32 PINANG RANTI, KEC MAKASAR
JAKTIM
8 |01.776.020.8-022.000/ GRAHA HPS JL. IR H. | PT. HARYA PILAR UTAMA 578775
JUANDA Ill NO. 38 JAKARTA PUSAT SUKSES
9 | 01.608.941.9-027.000/ JL. GUNUNG SAHARI | PT. BHINNEKA 369.136
RAYA 73C/5-6, KEMAYORAN MENTARIDIMENSI
| Jumlah 5.177.826
PEMUNGUT PAJAK/PIMPINAN [ KUASA WAJIB PAJAK Tanggal [0] 1] 0] 7 [2]0] 1] 2]
Nama AlS|R] I D|Y|A|H PIR|A|[B|A[WIA|T|!
— l I ] I Tanda Tangan & Cap
NPWP 6|8 3|0]|4 D45i432 OD]O

D.1.1.32.03
Lampiran lll. 1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ2009
] -
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Lampiran 16: SPM atas PPh 23

Identitas WP Rekanan
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Lampiran 17: SSP atas PPh 23
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Lampiran 18: Langkah-langkah Membuka eSPT PPh 23

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Y DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
E““Wﬂﬂm P e Tos gwm @Hap

Y et

Connect To DB Login

¥

@ CONNECT TO DATABASE

Data Source Name (DSN) :
No. | MamaDsh [

1 dBASE Files
2 Excel Files
3 MS Access Database
P& sa

oK Batal
g K

¢ & 7i), DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
§ _A‘.

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
E”“’W&ﬂm =9 e Toms gm @Hd“

Connect ToDB  Loain

N\

LOGIN

@ e-5PT PPh Masa 23/26 v1.0

USER NAME : [adminstrator
PASSWORD : [~

P oK Cancel sa
Pasal 23/26

Version 1.0
Copyright @ 2002-2009, Direktorat Jenderal Pajak

6-; , DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA|
g .n‘

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Connect To DB Logout.

SPT
D3P
Pajak Penghasilan Masa
Pasal 23/26

Version 1.0
Copyright @ 20022009, Direktorat Jenderal Pajak




78

Lampiran 19: Langkah-langkah membuat SPT Masa Pajak Maret 2019

f‘ * , DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
@B comam 53 sevom B9 sevioon 2 vy & cep < o

Pajak Penghasilan Masa
Pasal 23/26

Version 1.0
Copyright @ 2002-2009, Direktorat Jenderal Pajak

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDOMESIA

WY DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

IE cogam 5 sevom, B9 setioon 2 cuiy & cep S

Connect To DB Logout

\# SETTING SPT

SETTING SPT PPh MASA 23/26 v1.0
Slaken P Masa Paak, Tehun Pajok dan Kode.
Pamiebulan Lniuk Memiuat ST BFh Maca 23284 10

Bust o

Version 1.0
Copyright ® 2002-2009, Direktorat Jenderal Pajak

6'3 , DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
4 -AJ

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
IF woqam. g seveowm £ sevioos 2 cuiy, € cep ) et

T
—

]

gl
©

Pajak Penghasilan Masa
Pasal 23/26

Version 1.0
Copyright @ 2002-2009, Direktorat Jenderal Pajak
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DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
I coaiam 5 sevom B seviovs 4 vumy, & ciop 4 o

Connect To DB Logout

S SETTING SPT [E=3 ol =

SETTING SPT PPh MASA 23/26 V1.0
Silahkan Pilh Masa Pajak, Tahun Pajsk dan Kode
Pembetulan Untuk Membuka SPT PPh Masa 23/26 v1.0

I MasaPajok =] })
I~ Tahunpask | 2005 — Car

No | MasaPajsk | TehunPajsk | Pembetuizn |
1 el 2018 0
2 Apri 2019 o
Bl baret | 201 1 0]}
4 Februan 2018 0

ZIEN]| Halaman 1 dar 1 AL
Buks Baal Help

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

=]
BB cogam 3 sevom B sevions i wriy, & o 5 ceom
Connect To DB Logout Pph 26 Masa -
& SETTING SPT EeE=]
SETTING SPT PPh MASA 23/26 V1.0
Siahkan Pilh Masa Pajak, Tahun Pajek dan Kode
Pembetuian Untuk Membiika SPT PPh Masa 23/26 V1.0
KONFIRMASI
SPT TELAH DIBUAT

% BUKA SPT UNTUK DIEDIT KEMBALL / REVIST
" BUAT SPT PEMBETULAN (N+1)

S

o

ZIEN]| Halaman 1 dar 1 AL
Buks Baal Help

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA-

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Anda Sedang Membuka SPT PPh Pasal 23 Dan Atau Pasal 26 Masa Maret-2019

Connect ToDB  Logout

D3P

Pajak Penghasilan Masa
Pasal 23/26

Version 1.0
Copyright @ 2002-2009, Direktorat Jenderal Pajak




Lampiran 20: Langkah-langkah membuat Bukti Potong PPh 23

DEPARTEMEN KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Connect To DB

Bukti Potong PPh Pasal 26

Daftar Bukti Potong PPh Pasal 23 Dan Atau 26

Daftar

Pajak(SSP) / Bukti

Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23 Dan Atau 26

(PBK) *

Pajak Penghasilan Masa
Pasal 23/26

Version 1.0
Copyright @ 2002-2009, Direktorat Jenderal Pajak
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DEPARTEMEN KEUANGAN|

DIREKTOR|
[ cogiam ST Ry

Connect To DB Logout

Wajib Pajak Dipotong :

Nomor Bukt [T FEE S ENERRENEAIRE]

MasaPajsk  : Maret-2019
Pembetiznke: 0

|| [emssatpemstongan [o1o372015 < |

pwp (76455775 14700 | Tebely |

ama  |CV. MITRA JAYA WARDAND
jamat [KOMPLEK DANAMON BLOK C 13 NO. 34 RT 005 RU/.001 KEL . JATISART KEC. JAT|

Jenis Penghasian Jumizh Penhasian Bruto PPh yang dpotong
®e) ®e)
@ @ [G)
1 [Dividen of o 15.00 q
2 |aunga o o 15.00 q
3 |Royalt of o 15.00 q
4 |Hatiah dan Penghargaan o o 15.00 q
5. |sewadan sehubungan - o o 2.00 9
6 |1asaTeknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan Jasa Lain sesual
PMK-244/PLUK. 03/2008:
2. Jasa Tekak I o o ] 2w | 9
b. Jasa Manzjemen [ of o | am | 0|
<. Jo5a Konuitan I oo | | 0
d. Jasalain: ==%)
1. | Jasa Perawatan erbaikan Pemeiharaan Mesin, peralatan, Litric, re\egt ! 130,845, as! 0 2.00 1 3,6 15,909)
2 | o o 200 0
2 - of o 200 q
4 - o o 200 q
5. - o o 200 q
s ~ o o 200 q
[ aman 180,545,450 5,616,908

Terbiang [Tiga Juta Enam Ratus Enam Belas Ribu Sembian Ratus Sembian Rupich

Smpan

Tutup

Help

i
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Lampiran 21: Langkah-langkah membuat Daftar SSP PPh 23

6 , DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
4 A‘

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
P cowam T3 sevomn BB sevTovs U cumy & diel 4 et

Connect To DB J
| Bukti Potong PPh Pasal 23

Bukti Potong PPh Pasal 26
Daftar Bukti Potong PPh Pasal 23 Dan Atau 26

Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23 Dan Atau 26 |

Pajak Penghasilan Masa
Pasal 23/26

Version 1.0
Copyright @ 2002-2009, Direktorat Jenderal Pajak

¢ 4 5 , DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
8/

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
serRvn B setToos U iy, ) dop 4 <eva

o | @ | 52 ||aSPT PPh pasal 23 Dan Atau Passl 20 Hasa Maret-2019

@ woaram

Connect ToDB  Logout G Daftar SSP

\# Daftar SSP : Bendahara Pengeluaran BKN (00.439.050.6-005.000)

Daftar Surat Setoran Pajal SURAT SETORAN PAJAK

o [ xode mep
i FeTEn o MasaPajsk:  Maret
2 41024/10: Tehunpajek: 2019

Pembetulan: 0

ib Pai
N.P.W.P 00,439, .6-005.
Nama  [Bendahara Pengeluaran BKN ]
Alamat 1. Mayjend Sutoyo Ne. 12, Gilltan, Jakarta Timur |

Kode MAP a1i24 <) 43,105,627

———————1|  Kode Jenis Setoran
Daftar Surat Setoran Pajal

T ’ I —
Ot ot3fz01e a
Oz 2103018
[ERRGTEIE NI [ 1
04 15032019 Jumlah Pembayaran :|U
Os 150372019 Tanggal Setor [oR401 =]

Os 1shyfs
O7 15372018

Simpan Keluar

ol

, DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
serevn B setToos U cuny, P clop B wowsan

o | © | 55 || SPTPPh Pasal 22 Dan Abau Pacl 26 Haza Maret-2019

I owam

Connect To DB Logout Footarssp

\ Daftar 53P : Bendahara Pengeluaran BKN (00.439.050.6-005.000)
SURAT SETORAN PAJAK

Dafter Surat Setoran Pajak

MasaPajok :  Maret
2 411124/10 TahunFajsk: 2019
Pembetulan: O

i

i
NPW.P | 00.439.050.6-005.000

Nama  [Bendahara Pengeluaran BKN ]
Alamat  [J. Mayjend Sutoyo No. 12, Gilitan, Jakarta Timur |

Kode MAP. s[arie o)

————————|  KedeJensSetoran ]
Dafar Surat Setoran Pajak
Wiasa PP Pasal 23 = =
o [_1g.5 | PP Pasal 23 atas Dividen 3 k=
Ot oyo31 PPh Pasal 23 atas Bunga E [E]
u]
2 21jo3/2019
O3 ooy TR
O+ 1spaome Fren e Penbayaran Pencahukian kp PP Psal 23
Os 15372018 Tanggal Setor STP PPh Pasal 23 atas Dividen, Bunga, Royalti, dan. ™
s 15032019
O7  1sjo3/2019 N

Smpan Keluar
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& "j DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
3

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
sevew, B2 seTioos L vy, & cep S wetua

[ | © | 55 | |kn 5P PPk passl 23 Dan Abau Passl 26 Masa Maret- 2019

W oqram

Connect To DB Logout & Daftar 55P

SURAT SETORAN PAJAK

MasaPajok i Maret
2 411124/10 TahunPajsk: 2019
Pembetulan: 0

NPW.P | 00.439.050.6-005.000

Nama [Bendahara Pengeluaran BN ]

Alamat  [J. Mayjend Sutoyo No. 12, Cilitan, Jakarta Timur ]

Kode MAP :[aes <] 43,105,627
Kode JenisSetoran : [04_] . I ——

Dafter Surat Setoran Pajak

yaran ; Pembayeran PP Pasal 23 yang harus dsetor atas Jasa yang
No. | Tg.sse | ldibayarkan kepada Wzjb Pajak dalam negeri yang tereantum A
Ot oios/zn (dalam SPT Masa Pph Pasal 23 3
2 210302019
ES UﬁS;ZUH NTEN [[1903813030032040 | |
O+ 15032018 Jumleh Pembayaran : [ | 3,616,909]
Os 153018 Tanggal Setor :
Os 150372019
07 1sp3f01e il

u
Simpan Kehar |

{ & "-j , DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
315

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

B oaam B sevom. B9 soitonn 4 vy ) cow H e
Connect To DB Logout & Dattar ssp =] © [ > ST PPh Pasal 23 Dan At Pasal 26 Maza Marel 2019
Dafter Surat Setoran Pajak Yang Harus Dibayar (Berdasarkan Kods MAP dan Kode Jenis Setoran Pada SPT Induk):
No. | Kode MaP(Bary)  Kode Jenis Setoran | Jumizh SSP Yang Harus Dbayar (Rp.) |
1 411124/100 4,440,875
2 411124/104 35,664,752

Jumiah Total (Rp.) = 43,105,527]

Dafiar Surat Setoran Pajak Yang Telah Dibayar:

No. | Td.5 | MasaPajk |KodeMAP | Kode JenisSetoran | iSSP (Ro) [ TP | =
1 oto3/2018 2019 411124 104 145,900 1908813030039 130 @
Oz 21o318 2019 411124 104 152,291 1808313030067 160

[uls [ ovoszone [ 201 [ anuee | ios | 3516509 | is0saisoso0sseo |

04 150372019 2019 411124 104 2,251,700  1908813030057750

Os 1shyjs 2019 411124 104 699,952 1908313030057380

Os 150372018 213 411124 104 648,213 1908813030057350

O7 1532019 2019 411124 104 145,400 1508813030057780 i

By | wen Hapus Tunp Help Jumiah Total S5P (Rp.) : 33,105,677

¢ 8 _, , DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
b 178

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

(P oqiam seuew, B2 sevions LY cuiy, & dop Y et
ConnectToDs  Logeut T K ST O Pasl 23 Dan At Psal 20 Hasa Hare-2019
Daftar Surat Setoran Pajak Yang Harus Dibayar (Berdasarkan Kode MAP dan Kode Jenis Setoran Pada SPT Induk):
o [ Kode maP(an) / Kode Jenssetoran__| Jumiah SSP Yang Harus Dbayar ®p.) |
T 311124/100 3,440,875
2 A11124/104 38,664,752

Jumiah Total (Rp.) = 43,105,527}

Dafter Surat Setoran Pajak Yang Telsh Dibayar.

Mo | Td.5 | MasaPajok | KadeMAP | Kode Jenis Setoran | Niai SSP (Ro) [ NTPN [ =
Ot oto3f018 411124 104 145,400 1508813030039 130 )
O2 21032019 2019 411104 104 152,201 1808313030067150
O3 ovos01s 19 411124 104 3,616,909 1908313030039040
04 150372019 2019 411124 104 2,251,700  1908813030057750
Os 1shyjs 2019 411124 104 699,952 1908313030057380
Os 150372018 213 411124 104 648,213 1908813030057350
O7 1532019 2019 411124 104 145,400 1508813030057780 i

= Ubah Hapus Tutup Help Jum\ahnm\ssﬂm):
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Lampiran 22: Langkah-langkah untuk Mencetak Output SPT PPh 23

( i i DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA|
b 18
‘pastf

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Connect To OB Logout Hapus SPT PPh Pasal

Lapor Data SPT Ke KPP

D3P

Pajak Penghasilan Masa
Pasal 23/26

Version 1.0
Copyright @ 2002-2009, Direktorat Jenderal Pajak

! Cetak SPTPPh Masa

== Bf cean
IE2iaftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 232 3
—— : : S s

] Bukt Pemotongan PPh Pacal 23 3 '00022/19085 1303003903/2013 0
] Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 3 2019 00023/1008831301004654/2019 0 F113306
[l Bkt Pemotongan PPh Pasal 23 3 013 00024/190831303003912 0 F113306
] Bukt Pemotongan PPh Pasal 23 3 19 00025/190881303003913/2013 0 F113306
| [ Bukt Pemotongan PPh Pasal 23 3 2019 0002619085 1303006716/2013 0 F113306

Bukt Pemotangan PPh Pasal 23 3 2019 00027/19088 1303003904/2018 0 F113306
T IO e gE PP e P T TR T 0057 7 T IS
] Bukt Pemotongan PPh Pasal 23 3 2019 00029/100831303005738/2019 0 F113306
[l Bkt Pemotongan PPh pasal 23 3 013 00030/130831303005733/2019 0 F113306
] Bukt Pemotongan PPh Pasal 23 3 19 00032/190881303005778/2013 0 F113306
] Bukt Pemotongan PPh Pasal 23 3 2019 00033/190881303007831/2013 o F113306
] Buké Pemotongan PPh Pasal 23 3 2019 00034/190881303006133/2018 0 F113306
] Bukt Pematongan PPh Pacal 23 3 2019 00035/190881303005130/2018 0 F113305
] Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 3 2019 00036/100831303006430/2019 0 F113306
[CJukt Pemotongan PPh Pasal 23 3 013 00037/130831303006478/2013 0 F113306
[ Buks Pemotongan PPh Pasal 23 3 013 00038/130831303006893/2019 0 F113306
] Bukt Pemotongan PPh Pasal 23 3 2019 000-40/190881303006780/2013 o F113305 v
<
I piih Semua

MasaPajak /Tahun Pajak : [03/2019 = I Eiter Data: [~ Form Induk.
I~ Dsftar Bukti Fotong/Fungut
Kode Pembetuian o] I~ Bukti Pemotongan/Femungutan [ Parameter : Nomor sfd Nomor
I™ Cetak Langsung Ke Printer (Tanpa Preview)
I etak. I | mw | velp |




Lampiran 23: Bukti Pemotongan PPh 23

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR PELAYANAN PAJAK
KPP Pratama Jakarta Kramat Jati

. DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak

Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak

Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak

NPWP 1716 4(3]9 7(4]5 [1]-[«]a 0]0
NamaWP : |C|V]|. M|IT|T|R|A AlY|A DIA|IN]|I
Alamat : |KJO|M|PJL|E|K D|A|N[A|M|O|N O K Cl1]3 N|O 3|4

6. Jasa Teknik, Jasa Manajemen,
Jasa Konsultansi dan Jasa Lain
sesuai PMK-244/PMK.03/2008 :

1. | Dividen *) 0 15,00 % 0
2. | Bunga *¥) 0 15.00 % 0
3. |Royalti 0 15,00 % 0
4. |Hadiah dan penghargaan 0 15,00 % 0
5. |Sewa dan Penghasilan lain

sehubungan dengan

penggunaan harta **¥)

a. Jasa Teknik 0 2,00 % 0
b. Jasa Manajemen 0 2,00 % 0
c. Jasa Konsultan 0 2,00 % 0
d. Jasa lain:
1) {50 Tekepon, r, G, AC, TV Kooy At 180.845.450 2,00 % 3.616.909
e e
2) 1] 2,00 % 0
3) o] 2,00 % 0
4) 0 2,00 % 0
5) 0 2,00 % 0
6) 0 2,00 % 0
t***)
Terbilang: Tiga Juta Enam Ratus Enam Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Rupiah
- DKI Jakarta, 01  Maret 2019
Perhatian:
1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23

vang dipotong di atas merupakan Pemotong Pn_l_ak.,

Ang: atas pajak Penghasilan yang NPWP :|o]o 9 0|5]|0 6|-(0]o]5 0 0

terutang untuk tahun pajak yang .

bersangkutan. Simpanlah bukti Nama :|BJEIN HIA[R]A PIEIN]JGIEJL]U]A A

pemotongan ini baik-baik untuk
diperhitungkan sebagai kredit pajak

2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah
apabila diisi dengan lengkap dan
benar.

*) Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi dalam negeri
**) Tidak bunga simp yang dibayarkan oleh koperasi.
kepada anggota WP Orang Pribadi.
**%) Kecuali sewa tanah dan bangunan.
#%%%) Apabila kurang harap diisi sendiri.
F.1.1.33.06
|

LIUS SETIAWAN, SE
BENDAHARA PENGELUARAN BKN




Lampiran 24: Daftar Bukti Pemotongan PPh 23/26

|
DEPARTEMEN
KEUANGANRL | 1y AFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK Masa Pajak
DIREKTORAT PENGHASILAN PASAL 23/26 | 0 | 3 I ! | 2 | 0 I 1 I 9 I
JENDERAL PAJAK
Bukti Pemotongan . .
No NPWP Nama Nllai Otln‘yek Pajak PPh yang
Nomor Tanggal (Rp) Dipotong (Rp)
m ) @) “@ ) 6) [g)]
A. PPh Pasal 23
1 02.203.889.7-423.000 CV. BASTIAN FAHREZA|00022/19088 |01/03/2019 7.270.000 145.400
1303003903/
2019
2 03.260.272.4-001.000 PT. INTI SOLUSL 00023/19088 |01/03/2019 18.036.350 360.727
NUSANTARA 1301004654/
2019
3 02.203.889.7-423.000 CV. BASTIAN FAHREZA|00024/19088 |01/03/2019 7.270.000 145.400
1303003912
4 02.203.889.7-423.000 CV. BASTIAN FAHREZA|00025/19088 |01/03/2019 7.270.000 145.400
1303003913/
2019
5 02.568.344.2-015.000 PT INDOCARE PACIFIC| 00026/19088 | 21/03/2019 7.614.550 152.291
1203006716/
2019
6 |76.439.745.1-447.000 CV. MITRA JAYA 00027/19088 |01/03/2019 180.845.450 3.616.909
WARDANI 1303003904/
2018
7 81.694.838.4-435.000 PT. PUTRI TAWANG  |00028/19088 | 15/03/2019 112.585.000 2.251.700
SEGORO AGUNG 1303005779
8 76.439.745.1-447.000 CV. MITRA JAYA 00029/19088 |15/03/2019 44.999.600 899.992
WARDANI 1303005738/
2019
9 76.439.745.1-447.000 CV. MITRA JAYA 00030/19088 | 15/03/2019 32.410.650 648.213
WARDANI 1303005739/
2019
10 02.203.889.7-423.000 CV. BASTIAN FAHREZA|00032/19088 | 15/03/2019 7.270.000 145.400
1303005778/
2019
11 02.203.889.7-423.000 CV. BASTIAN FAHREZA| 00033/19088 | 28/03/2019 7.381.850 147.637
1303007831/
2019
12 02.203.889.7-423.000 CV. BASTIAN FAHREZA| 00034/19088 | 19/03/2019 7.270.000 145.400
1303006131/
2019
13 02.203.889.7-423.000 CV. BASTIAN FAHREZA|00035/19088 | 19/03/2019 7.270.000 145.400
1303006130/
2019
14 02.203.889.7-423.000 CV. BASTIAN FAHREZA| 00036/19088 | 20/03/2019 7.270.000 145.400
1303006490/
2019
15 02.203.889.7-423.000 CV. BASTIAN FAHREZA| 00037/19088 | 20/03/2019 7.270.000 145.400
1303006478/
2019
16 |01.814.207.5-046.000 PT. TOSHINDO 00038/19088 | 22/03/2019 4.000.000 80.000
ELEVATOR UTAMA 1303006899/
2019
17 02.568.344.2-015.000 PT INDOCARE PACIFIC| 00040/19088 | 21/03/2019 7.614.550 152.291
1303006780/
2019
18 [02.203.889.7-423.000 CV. BASTIAN FAHREZA| 00041/19088 | 20/03/2019 7.270.000 145.400
1303006492/
2019
19 21.098.224.5-432.000 CV. PRANING JAYA 00042/19088 |21/03/2019 8.190.000 163.800
1303006774/
2019
20 02.203.889.7-423.000 CV. BASTIAN FAHREZA|00044/19088 | 20/03/2019 7.270.000 145.400
1303006493/
2019
21 80.179.208.6-012.000 PT. ALPHA CENTAURI |00045/19088|21/03/2019 179.054.500 3.581.090
INTERNATIONAL 1302008733/
2019
22 02.203.889.7-423.000 CV. BASTIAN FAHREZA| 00046/19088 | 20/03/2019 7.270.000 145.400
1303006484/
2019
23 81.315.095.0-432.000 CV. PERI BERKATINDO|00047/19088 | 21/03/2019 15.018.200 300.364
1303006778/
2019
24 01.814.207.5-046.000 PT. TOSHINDO 00048/19088 |21/03/2019 14.100.000 282.000
ELEVATOR UTAMA 1303006763/
2019
25 02.900.126.0-031.000 PT. JASA 00049/19088 |21/03/2019 14.400.000 288.000
ENGINEERING 1302008722/
TERPADU 2019
D.1.1.32.05
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Lampiran 25: PPh 23/26 Induk Masa Pajak Maret 2019

L]
DEPARTEMEN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA LX | SPT Normal
KEUANGAN R.L 1
PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 SPT Pembetulan Ke
DIREKTORAT Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Masa Pajak
JENDERAL PAJAK Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 | 0 I 31112 I 0 | 1 I 9
BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK
1. NPWP 1010} 413]9 0)|5]0 16]-[0]0]5 ofofo
2. NamaWP :|B|e|n|d|a]|hfa]|r|a Ple|n|g|e|!l]u]afr]afn BlK|N
3. Alamat qJfr]. Mla|y|[j]e|n Slu|t]o|y]|o]. N|o 1912]. Cli|l]i
BAGIAN B. OBJEK PAJAK
1. PPh Pasal23yang telah Dipotong
Uraian KAP/KJS (JumlahPenghasilan Bruto (Rp)| PPh yang Dipotong (Rp)
Y @ [&] @
1. Dividen *) 411124/101
2. Bunga *%) 411124102
3. Rovald 411124/103
4. Hadizh danpengharzaan 411124/100
5. Bewa dan Penghasilan lain sshuk dengan harta #%%) | 411124/100 222043750 4.440.8735
6. Jasa Telenil, Jasa M Jasa Konsultans danjasa lain sasuai
dengan PME-244FME . 03/2008:
2. Jaza Telenike 411124/104
b. Jaza Manzjemen 411124/104
. Jasa Konsultan 411124/104
@, Jaza lain: ¥*%%)
1) Jasa Lain sespai PRE-244/FME 03/ 2008 411124/104 1,833,237,640 38,664,752
b))
3
7 411124/104
JUMLAH 2,155,281,350 43,105,627
Tetbilang: Empat Puluh Tiga Juta Seratus Lima Ribu Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Rupizh
2. PPh Pasal 26 yang telah Dipotong :
Jumlah Penghasilan Perkiraan
Uraian KAP/ KIS Bruto Penghasil, PPh yang Dipotong (Rp)
(Rp) Neto (%)
(1) (2) 3) [C)] [D)])
1. Dividen 411127/101
2. Bunga 411127/102
3. Royalti 411127/103
4. Sewa dan Penghasilan lain sechubungan dengan penggunaan harta 411127/100
5. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan 411127/104
6. Hadiah dan penghargaan 411127100
7. Pensiunan dan pembayaran berkala 411127/100
8. Premi swap dan transaksi lindung nilai 411127/102
9. Keuntungan karena pembebasan utang 411127/100
10. Penjualan harta di Indonesia 411127/100 %
11. Premi asuransi / reasuransi 411127/100 %
12. Penghasilan dari penjualan saham 411127/100 %
13. Penghasilan Kena Pajak BUT setelah Pajak 411127/105
JUMLAH 0 0
Terbilang:
%) Tidak termasuk deviden kepada WP Orang Pribadi Dalam Negeri *%%) Kecuali sewa tanah dan bangunan.
*%) Tidak termasuk bunga simpanan yang dihayarkan oleh koperasi kepada WP OP ***%) Apabila kurang harap dibuat lampiran tersendiri.
BAGIAN C. LAMPIRAN
L Surat Setoran Pajak sebanyak 0| lembar. 4. D Surat Kuasa Khusus.
2. Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan atau Pasal 26. 5 D Legalisasi fotocopy Surat Keterangan Domisili yang masih
3 Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 berlaku, dalam hal PPh Pasal 26 dihitung berdasarkan tarif
dan atau Pasal 26 sebanyak lembar. Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).
BAGIAN D, PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan Diisi Oleh Petugas
perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan apa yang telah saya beritahukan diatas beserta SPT Masa Diterima:
lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas. _Vasa Litenma:
[XJPEMOTONG PAJAK/PIMPINAN [CIxuasa wans pasak | | Langsung dari WP
v [l fuls] [sTelofofalwla~]. T [s[e] TTTTTT] 5 e MelaliPes
=)
we [ GDL OEE ©-GEE GR9 B
= tanggal | bulan | rahun
Tanda Tangan & Cap Tanggal [0 | olalzlo 9
tanggal} bulan tahun

F.1.1.32.03
-
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Lampiran 26: SSP PPN

No & Tgl SP2D
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Lampiran 27: Faktur Pajak




Lampiran 28: Langkah-langkah membuka eSPT PPN

¢ & 7}, DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
A .'“-‘

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

89

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

IE acqam ) sevewn, [ wouwrDma B serioos U v, 4 cep

Connect ToDB  Loain

&

&

CONNECT TO DATABASE

Data Source Name (DSN) :

No.

[ Nama DS |

Pajak P

1 dBASE Fies

2 Excel Fles

3 MS Access Database

4 DEPPH23

(s lDeitozeur |
6 dopph22

107 PUT

k

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LOGIN

I cowam T sevien G vowrvan £ seitoos 4G cumy &P e

Connect To DB Login

@ e-SPT PPN 1107 PUT

USER NAME : [admiistrator
PASSWORD : [+~

Pajak P

oK Cancel

Version 3.0

Copyright @ 2002-2006, Direktorat Jenderal Pajak

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Pajak Pertambahan Nilai 1107 PUT

Version 3.0

SPT

DIP

Copyright @ 2002-2006, Direktorat Jenderal Pajak

07 PUT

Hf «evan
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Lampiran 29: Langkah-langkah membuat Daftar Faktur PPN

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SPT

Pajak Pertambahan Nilai 1107 PUT

Version 3.0

Copyright @ 2002-2006, Direktorat Jenderal Pajak

] |- =] x]
DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 PUT
NPWP : 00.439.050.6.005.000 1107 PU
Nama PKp : Bendahara Pengeluaran BKN
- KRITERIA PENG
F Masa Pajak | BB-2013 3: [0 I Tanggal Faktur[o1/03/2005 <] I Jenis Faktur | |
T Nomor s | ™ Jenis ampiran | =] I 3emis Doumen | El
I Mamawe |
Total Record Tampikan Data
No. | N.PW.P MNama Lawan Transaksi | Jeris Lampiran | Jenis Faktur Jenis Dokumen | Kode dan Nomor Seri | Kode dan NoS.... | Tanggal F. Nisi DPP | Masa Pajak | Pembetu... | Keteran.

DataPer Halaman ;[ 25 LK} Holaman 5 L)
I o I Vhah vave | pnemmnser | ven |

I Piih Semua (Per Halaman )

otz |




N.P.w.p : 00.439.050.6:005.000
Nama pkp : Bendahara Pengeluaran BN

KRITERIA PENCARIAN

@ Masa pajsk [02-2018 = /[ 0 I Tanggal Faktur|01/03/2005 r

I~ Nomor Seri | I Jenis lampiran | 1N

I Namawp |

Total Record

No. |N.PWP Nama Lawan Transaksi |

91

DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 PUT

£ INPUT DATA ==
MPUT DATA
MasaPak  : February - 2019 1107 PUT
Pembetianke: 0

Jenis Lampiran

Jenis Transaksi

Tampilkan Data

Status Transaksi

Nilgi DPP | Masa Pajak | Pembetu... | Keteran.

Dokumen Transaksi

Dokumen Yg Diganti
PP

Nama Wajb Pajak |

Nomor Seri Faktur

No. FP¥gDiganti  :

‘Tanggal Faktur :

Tanggal Bayar Taghen

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Pajak Pertambahan Niai (PPN)
Pajak Pemjualan Atas Barang Mewah
(PPrBM)

02/02/2013 >

[

0] Tanggal setor pen 0703/

o |

Tanggal Setor PPnEM[07/03/2015 |

Simpan Keluar Help

0

DataPer Halaman ;| 25

| Halaman © L

™ Piih Semua (Per Halaman ) B fres b | Doctincor | e | |
DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 PUT
NP ; 00.433.050.6-005.000 1107 PU
s i ; Bencahara Pengelusran K4 INPUTDATA =)
INPUT DATA
KRITERIA PENCARIAN
T Masa Pajak  : February - 2019
¥ Masapaiak [02-2015 = /[ 0 I Tanggal Fakeur a1/03/2005 r 2 v 1107 PUT
PembetulanKe: 0
I~ Nomor Seri [ ™ Jenis mpiran | = r
I Mamawp |
Jenistampran ¢ [ 1 |Lampran 1
Total Record : Jeris Transaksi L |[pPN dan PPn BM yang dipungut melalui KPPN Tampikan Data
No. |N.B.W.P Nama Lawan Transaksi | Jeris Lampiran Status Transaksi 02 |[Penyerahan kepada Pemungut Bendaharawan Niai DPP | Masa Pajok | Pembetu... | Keteran
Dokumen Transaksi : | 1 |Faktur Pajak Standar )
Dokumen Vg Diganti : o
NEWP 2 [Nota Retur
3 | Dokur Yang Diperlakukan seb: FP Stand:
S Dok Yoo Dl fonsches P St —
Nomor Seri Faktur o0p) | | Faktur Pajak Pengganti
No.FPYgDigant : [~
‘Tanggal Faktur i |oz/2/2018 -
Tanggal Bayar Tagihan 77
Dasar Pengenaan Pajak (DPP) 0|
Pajak Pertambahan Nilsi (PPN) 0| Tanggal setor pen |
Pajsk Penjualan Atss Barang Mewah 0| Tanggal Setor PPn BM[07)
=)
Simpan Keluar Help
Data Per Halaman 25 LRR) Halaman : (AL
™ Piih Semua (Per Halaman ) A [T e | Doctinncor | P PO |
DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 PUT
NP : 00.433.050.5-005.000 1107 PU’
Nama pi@ : Bendahera Pengebiaran BKN Lty [
INPUT DATA
KRITERIA PENCARIAN
Masa Pajak  : February - 2019
¥ Masa pajak [02-2019 = /[ 0 I Tanggal Faktur[01/03/2005 r = " 1107 PUT
PembetulanKe : 0
I MNomor Seri | [~ Jenis lampiran | -
I Mamawp | £) DAFTAR LAWAN TRANSAKSI
JenisLampran ¢ [ L [Lamoran1
Total Record : Jeris Transaksi 1 |[peN dan FFn 8M yang [ mpikan Data
No. |N.B.W.P Nama Lawan Transaksi | Jeris Lampiran Status Transaksi 02 P lmbetu... | Keteran.
Dokumen Transaksi : | 1 [Faktur Pajak Standar | No. Urut [ NP Nama Lawan Transaksi
Dokumen Yg Diganti | 1 51,315,095,0-432,000_CV, PERI BERKATINDO
LRSS - D/' 3 X V. PRANING JAYA
Nemavaramk [ |3 02.500.126.0-031.000 T, JASA ENGINEERING TE]
s 03.260.272.4001.000 PT. INTI SOLUSI NUSANTAS
MNomer Seri Faktur 000003: 6 02.568.344.2.015.000  PT. INDOCARE PACIFIC
T g 7 81694838.4435.000 PT. PLTRI TAWANG SEGOR
8 76.439.745.1447.000  CV. MITRA JAYA WARDANI
9 01.814.207.5-046.000  PT. Toshindo Elevator Utam
T 2020 < 10 80.178.208.6-012.000 PT. Alpha Centauri Internai|
Tanggal Bayar Tagih: I ‘L — !
anggal Bayar Taghan .
W Fobmon: 1 &n 7 y [n
Dasar Pengenaan Pajak (DPP) q
Pajak Pertambahan Niai (PPN) 0| Tangg| pih
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 0|
{PPrEM) T —
Smpan euar ey
DataPer Halaman: [ 25 Kl Halaman : L]
™ Piih Semua (Per Halaman ) Ao Uhah o | premmacer | i | e |
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M SPT Pajak Pertambahan Nilai 1107 PUT - [DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 PUT]

5

(=& ]l=]
[BEE

DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 PUT

Nomor Seri Faktur

No. FP Yg Diganti

Tangaal Faktur

000 | 13 Jooooos:

I Format Lama

‘

Tanggal Bayar Taghan
Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Pajak Pertambahan Niai (PPN)
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
(PPrBM)

20/02/2012
7,270,000

727,000 ranggal setor o

TeoiEoss ~
0[ Tanggal Setor PP BM [07/03/2018 +

I simpan I Keluar Help

NP ; 00.439.050.6-005.000 1107 PU
e B _ T 3 INPUT DATA
TNPUT DATA
| 1107 PUT
~ MasaPajak @ February -2019
[¥ MasaPajak |02-2019 = /[ 0 T Tanggal Faktur[01/03/2005 =] I'|
PembetulanKe: 0
I~ Nomor Seri | I Jeris lampian | ~r
I Norawp |
Jeris Lampiran 1 JLampian
Total Record : Jenis Transaksi i | 1 |PPN dan PPn BM yang dipungut melakui KPPN Tampikan Data
No. [NP.WP Noma Lawan Transaksi | Jenis Lampiran || Status Transeksi ~ * | 02 Pemungut Bendaharanan Nici DPP | Masa Pejok | Pembetu... | Keteron.
Dokumen Transaksi 1 [Faktur Pajak Standar
Dokumen Yg Diganti : -
NPWP 02.203.889.7-423.000
Nama WajibPajak  : [CV. BASTIAN FAHREZA

Data Per Halaman: | 25

LER Halaman LA

I Pilh Semua ( Per Halaman)

Rant

e |

Bratinnsor | et | men |

lhah
T SPT Pajak Pertambahan Nilai 1107 PUT - [DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 PUT] = N |
'DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 PUT
NP : 00.439.050.6-005.000 1107 PU
Nama pkp : Bendahara Pengehuaran BKN
- KRITERIA PENC)
¥ Masapajak [02-2019 =5 /[0 I TanggalFakur[01/03/2005 | I JenisFakur | ]
I Nomor seri [ I~ Jeris lampiran | =] ™ 3enis Dokumen [
I~ Namawe [
Total Record : 40 | Tempiken bata i}
No. | N.P.W.P. Nama Lawan Transaksi | Jemis Lampiran | Jenis Faktur [ 3enis Dokumen | Kode dan Nomor Seri | Kode danNe S... | Tanggal F... | Niizi DPP | Masa Pajak | Pembetu... | Keteran... | P
[Ji1 81.315.095.0-432.000  CV.PERIBERKATINDO  Lampiran 1 Penyerahan kepada P... Faktur Pajak S...  020.000-19.0000. 03/02/2019 15,018,182 02-2019 0
[l2  21.088.224.5-432000  CV. PRANING JAYA Lampiran 1 Fenyerahankepada P...  Faktur PajekS... 020.000-19.0000 06/02/2019 5,130,000 02-2013 0
[I5 02.203.889.7-423.000  CV.GASTIANFAHREZA  Lampiran 1 Penyerahankepada P...  Faktur Pajok S... 020.000-19.0000, 06/02/2019 7,381,850 02-2019 o
[14 02500.126.0-03L000  PT. JASAENGINEERIN... Lampiran 1 P Faktur Pajok S, 020.000-19.0000. 01/02/2018 4200000 02-2013 o
[ 02203.889.7-423.000  CV,BASTIANFAHREZA  Lampiran 1 Penyerahankepada P...  Faktur Pajok S, 020,000-19.0000 06/02/2019 7,270,000 02-2019 a
[6 02203.889.7423.000  CV.BASTIANFAHREZA  Lampran 1 Penyerahankepads P...  Faktur Pajak ... 020.000-19.0000 06/02/2019 7,2m,000 02-2019 0
07 02205.889.7-423.000  CV.BASTIANFAHREZA  Lampiran 1 Fenyerahankepada P...  Faktur PajakS... 020.000-19.0000 06/02/2019 7,270,000 02-2018 0
[l  02.203.889.7-423.000  CV.BASTIANFAHREZA  Lampiran 1 Penyerahankepada P...  Faktur Pajok S... 020.000-19.0000, 06/02/2019 7,270,000 02-2018 o
[ls  02203.889.7-423.000  CV.BASTIANFAHREZA  Lampiran 1 Penyerahankepada ... Foktur Pajok 5., 020,000-13,0000 06/02/2018 7,270,000 02-2019 o
[l10 02203.889.7-423.000  CV,BASTIANFAHREZA  Lampiran 1 Penyerahankepada P...  Faktur Pajok S, 020,000-19.0000 06/02/2019 7,270,000 02-2019 a
[J1l 02203.889.7-423.000  CV.BASTIANFAHREZA  Lampran 1 Penyerahankepads P...  Faktur Pajak ... 020.000-19.0000 06/02/2019 7,2m,000 02-2019 0
[J12 02.203.839.7-923.000  CV.BASTIANFAHREZA  Lampiran 1 Penyerahankepada P... Faktur Pajak ... 020.000-19.0000 06/02/2019 7,270,000 02-2019 0 £
[CI13 02205.889.7-423.000  CV.BASTIANFAHREZA  Lampiran 1 Fenyerahankepada P...  Faktur PajekS... 020.000-19.0000 06/02/2019 7,270,000 02-2018 0
[I14 02.203.889.7-423.000  CV.BASTIANFAHREZA  Lampiran 1 Penyerahankepada P...  Faktur Pajok S... 020.000-19.0000, 06/02/2019 7,270,000 02-2018 o
[115 02203.889.7-423.000  CV.BASTIANFAHREZA  Lampiran 1 Penyerahankepada ... Foktur Pajok 5., 020,000-13,0000 06/02/2018 7,270,000 02-2019 o
[16 02203.889.7-423.000  CV,BASTIANFAHREZA  Lampiran 1 Penyerahankepada P...  Faktur Pajok S, 020,000-19.0000 06/02/2019 7,270,000 02-2019 a
[17 02203.889.7423.000  CV.BASTIANFAHREZA  Lampran 1 Penyerahankepads P...  Faktur Pajak ... 020.000-19.0000 01/02/2019 7,2m,000 02-2019 0
[J18 02.203.880.7-423.000  CV.BASTIANFAHREZA  Lampiran 1 Penyerahan kepada P... Faktur Pajak S...  020.000-19.0000. 08/02/2019 7,270,000 02-2019 0
[l1s 03.260.272.4001.000  FT.INTISOLUSIMUSA... Lampiran 1 Fenyerahankepada P...  Faktur PajekS... 020.000-19.0000 01/02/2019 18,036,364 02-2019 0
[l20 03.243.660.2:023.000  CV. SURYAINDAHCITY  Lampiran 1 Penyerahankepada P...  Faktur Pajok S... 020.000-19.0000, 06/02/2019 36,551,600 02-2019 o
[zt 02203.889.7-423.000  CV.BASTIANFAHREZA  Lampiran 1 Penyerahankepada ... Foktur Pajok 5., 020,000-13,0000 06/02/2018 7,270,000 02-2019 o
[l22 02203.889.7-423.000  CV,BASTIANFAHREZA  Lampiran 1 Penyerahankepada P...  Faktur Pajok S, 020,000-19.0000 06/02/2019 7,270,000 02-2019 a
[023 76.439.745.1447.000  CV.MITRAJAYAWAR... Lampran 1 Penyerahankepads P...  Faktur Pajak ... 020.000-19.0000 27/02/2019 44,999,600 02-2013 0 U
[J24 81.315.095.0-432.000  CV.PERIBERKATINDO  Lampiran 1 Penyerahan kepada P... Faktur Pajak S...  020.000-19.0000. 03/02/2019 15,018,182 02-2019 0
[las 1 068 £42 1078 000 OT HADADAN FTOTA 1 amriran 1 ©  Fahwomsbs  non noniasean 2inana 27 5m 0 oo n y
Data Per Halaman: | 25 LRI Halaman: 1 dani 2 > [
I” Piih Semua (Per Halaman) ISR TS (TSRO Wy | [P T |
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Lampiran 30: Langkah-langkah untuk Mencetak Hasil Output SPT PPN

i DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LY DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Connect To DB Logout. fapus SOT
Lapor Data SPT Ke KPP

DJIP

Pajak Pertambahan Nilai 1107 PUT

Version 3.0

Copyright @ 2002-2006, Direktorat Jenderal Pajak

e 7i)"; DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
A ?
L3

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

IF cogam 3 sevem, 3 weusdma O setToos U cumy & o B e
Connect To DB Logout. 9 CETAKSPT

CETAK SPT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 1107 PUT

DETALL SPT MASAPAIAK | _PEMBETULAN
LI SPT 1107 PUT Lampiran 1 2-2019 [}
I SPT 1107 PUT Lampiran 2 2-2019 o

== ] o |




Lampiran 31: PPN Induk Masa Pajak Februari 2019

SURAT PEMBERITAHUAN MASA
FORMULIR
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)
BAGI PEMUNGUT PPN
Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN 1 1 0 7 PUT
DEPARTEMEN KEUANGAN RI . .
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Beri Tanda X dalam D yang sesuai
Nama Pemungut : Bendahara Pengeluaran BKN NPWP : | 4]3]9][o]5]0 |-|E|-| oJo[5]-[o]o]o]
Alamat : JI. Mayjend Sutoyo No. 12, Cililitan, Jakarta Masa . 2| s.d. 2 2 1
BOne
Usaha HE Pembetulan Ke : 0 ( Nol )
No. Telp. :0
- % A. PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAH
=
ED -] 1. PPN yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN Rp. 18.039.163
g
i = PPn BM yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN Rp. 0
2 g Jumlah PPN dan PPn BM yang dipungut oleh Penerbit SPM R
[ melalui KPPN p- 18.039.163
=
z
= g‘ 2. PPN yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran Rp. 0
% é PPn BM yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran Rp. 0
28
E E Jumlah PPN dan PPn BM yang dipungut oleh Bendahara R
§ 0 Pengeluaran p- 0
2 "g B. PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH SELAIN BENDAHARAWAN PEMERINTAH
Een
54 5 PPN yang dipungut Rp. 0 [N
= g % PPn BM yang dipungut Rp. 0
=
% j E Jumlah PPN dan PPn BM yang dipungut Rp. 0
£57
: g é Lampiran : I:l Surat Kuasa Khusus
o
227 [ sse
= EE 1. PPN Sebanyak 0 Lembar Rp. 0
=] g el 2. PPn BM Sebanyak 0 Lembar Rp. 0
E= "g
B
%% é I:l
o 2,
] =
AEE
&5
igy
g5
g ‘g &
255
b
o g
HE2 =
Fdzd
H253
il vl =
Pernyataan DKI Jakarta, 22 November 2019
Dengan menyadari sepenuhinya akan segala akjbatnya, saya menyatakan Kuasa Bendaharawan/Pengurus
bahwa apa yang telah saya beritahuRan di atas beserta lampiran-
lampirannya adalah benar, lengRap, jelas dan tidak bersyarat Tanda Tangan
[X] Pemungut o ASRI DYAH
|:| Kuasa Nama Jelas : PRABAWATI
Jabat BENDAHARA
abatan PENGELUARAN BKN
Cap Perusahaan :

F.1.2.32.02
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Lampiran 32: Kartu Konsultasi Bimbingan Penulisan PKL

ueSuiquiquad nynq weqes ueypundsadip wwdep usynjaadip vjiqede “1Nd uetfn 1ees vped emeqIp (Ul NURY ‘7
1sm|nsuoy ipes eped BuiquIquad Ya]o IEFUMEPURIIP UBp BARQIP JUI NUEY °|

V ”qss-u
L Td NVIf0 NNINN NINL3S
i zl
o~ 1 punlinill R "
o . . - T o1
S - —SS S 6
- e . ——
e e el B :
o 4 - Uoydwpl 141 9¥8 ' 9ve 1 9 ‘1 avg | hloT/Tl/o1| 9
= 7 UDdWOT  WOADMSTIP VODDRATY p
D 7 UOAGUDY - UDABUDY * 12Ula Yiad)  Tnuoy .
\@\ P udwnop VoIALUGS ‘o154 JNID 1310943y 6107 /ai /4| £
= AL 3 0 aoa  anCupq 6l10Z/ 01/ ki | 2
Go10fes 1 144 uONLn: ' pnsiow ' 1A0aiag | s N :
zw%/ﬂﬂ_wu“u n ONIEWIEWAd NYUVS e

Suiquuiquidg uaso(] ‘p
1pmg uridosd ¢
1sensi3ay'oN 'z
EMSISRYRIA BWRN °|

obusdoT
THd InpA( 'S

$390Lr (170) B1 *S8I90LY LTTITLK (1T0) USESHSY

EPTSIE o-cs1 s S SRS i 3 455 e R b e
] IINONOMA SVLT VA Y

M.wz..w VIIVAVS T4IDIN SV LISUTAINA M K w

C IDONIL N¥JIAIANId NVA TO0TONNTL "LISTH z<_xm._.zm_2mx % \Q §




